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ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
(STUDI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN DELI SERDANG)
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Program Studi : Magister lImu Hukum
Pembimbing I  : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D
Pembimbing Il : Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H

Penelitian bertujuan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014, dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan
berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Undang-Undang
ini mengatur sanksi pidana tegas terhadap pelanggaran seperti penganiayaan
hewan, penyembelihan betina produktif, serta distribusi produk hewan ilegal.
Namun, implementasinya di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi kendala,
seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya
kesadaran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini
yaitu: Pertama, Apakah sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun
2014 efektif dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan? Kedua,
bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor
peternakan? Dan Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi
pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014, baik dari segi penegakan hukum
maupun aspek sosial-ekonomimasyarakat?. Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pengumpulan data observasi,
wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data mengunakan deskriptif
analisis. Kajian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif UU No. 41/2014
mengatur sanksi pidana yang tegas (misalnya Pasal 86 dan 87), efektivitasnya
dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan belum optimal.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di sektor peternakan (misalnya
budidaya tanpa izin, penggunaan pakan tidak standar, pemotongan ilegal) juga
belum konsisten, seringkali terhambat oleh kompleksitas pembuktian teknis dan
ilmiah, serta kecenderungan penyelesaian kasus yang berakhir pada pembinaan
atau sanksi administratif. Kendala utama yang dihadapi meliputi kesulitan
pembuktian unsur pidana yang bersifat teknis, keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) aparat penegak hukum dalam memahami aspek peternakan dan
kesehatan hewan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sarana
dan prasarana (misalnya laboratorium pengujian). Dari aspek sosial-ekonomi
masyarakat, kendala muncul dari rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di
kalangan pelaku usaha peternakan, khususnya skala kecil, serta tekanan ekonomi
yang mendorong pelaku untuk mengabaikan standar demi keuntungan.

Kata Kunci: Penerapan sanksi pidana; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
peternakan; kesehatan hewan.
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ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN LAW
NUMBER 41 OF 2014 CONCERNING ANIMAL HUSBANDRY AND HEALTH
(ASTUDY AT THE AGRICULTURE OFFICE OF DELI SERDANG REGENCY)

Name : Tukijo

Student ID : 241803008

Study Program : Master of Law

Supervisor | : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D
Supervisor 11 : Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H

This research aims to analyze the application of criminal sanctions in Law
Number 41 of 2014, which plays a crucial role in supporting national food
security in the livestock and animal health sector. This law stipulates strict
criminal sanctions for violations such as animal abuse, the slaughter of
productive fe males, and the distribution of illegal animal products. However, its
implementation in Deli Serdang Regency still faces obstacles, such as weak law
enforcement, limited resources, and low public awareness. Based on these issues,
the research questions are formulated as follows: First, are the criminal sanctions
stipulated in Law Number 41 of 2014 effective in preventing violations in the
animal health sector? Second, how are the criminal sanctions in Law Number 41
of 2014 concerning Livestock and Animal Health applied to violations in the
livestock sector? And Third, what are the obstacles faced in the implementation
of criminal sanctions in Law Number 41 of 2014, both in terms of law
enforcement and socio-economic aspects of society? The method used in this
study is empirical juridical with observation data collection, interviews and
document studies, while data analysis uses descriptive analysis. This study found
that although normatively Law No. 41/2014 regulates strict criminal sanctions
(for example, Articles 86 and 87), its effectiveness in preventing violations in the
field of animal health is not optimal. The application of criminal sanctions for
violations in the livestock sector (for example, cultivation without a permit, use of
non-standard feed, illegal slaughter) is also not consistent, often hampered by the
complexity of technical and scientific evidence, as well as the tendency for case
resolution to end in coaching or administrative sanctions. The main obstacles
faced include the difficulty of proving technical criminal elements, limited human
resource capacity (HR) of law enforcement officers in understanding aspects of
livestock and animal health, lack of coordination between institutions, and limited
facilities and infrastructure (for example, testing laboratories). From a socio-
economic perspective, obstacles arise from low legal understanding and
awareness among livestock businesses, particularly small-scale ones, as well as
economic pressures that encourage them to ignore standards for the sake of
profit.

Keywords: Implementation of criminal sanctions; Law Number 41 of 2014;
livestock; animal health.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu pilar utama
dalam mendukung ketahanan pangan nasional Indonesia. Sebagai negara agraris
dengan populasi penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia
bergantung pada produksi protein hewani yang berasal dari sektor peternakan
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menurut data terkini, subsektor
peternakan berkontribusi sekitar 81% terhadap asupan protein hewani nasional,
yang tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi
penyumbang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah
pedesaan. Pada tahun 2025, sektor ini semakin strategis dalam konteks Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana
pemerintah menekankan modernisasi peternakan melalui inovasi teknologi,
digitalisasi, dan peternakan cerdas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,
dan daya saing global. Namun, di balik potensi besar ini, sektor peternakan
menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyakit hewan yang menular,
eksploitasi ilegal, dan pelanggaran kesejahteraan hewan, yang dapat mengancam
stabilitas pangan dan kesehatan publik.*

Untuk menjamin keberlanjutan, produktivitas, dan keamanan sektor ini,

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

! https://books.google.co.id
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2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU No. 41/2014).
Regulasi ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek, mulai dari pembibitan,
budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk hewan, serta aspek krusial
kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.

UU No. 41/2014 tidak hanya memuat ketentuan administratif dan teknis,
tetapi juga secara tegas mengatur sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang
berpotensi merugikan kepentingan publik yang lebih besar. Keberadaan sanksi
pidana ini merupakan manifestasi dari prinsip Ultimum Remedium, di mana
hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi kesehatan
masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis, menjaga integritas dan keamanan
pangan asal hewan, melindungi kesejahteraan hewan, serta mencegah kerugian
ekonomi yang masif akibat praktik-praktik ilegal atau tidak bertanggung jawab di
sektor peternakan.? Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini,
seperti peredaran produk hewan ilegal, penyalahgunaan obat hewan, atau praktik
peternakan yang tidak memenuhi standar sanitasi, dapat berakibat fatal, mulai dari
wabah penyakit hingga ancaman serius terhadap kesehatan manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan memperkuat aspek pidana dengan memasukkan berbagai pasal yang
mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran. Misalnya, Pasal 66 ayat (2) huruf c
melarang setiap orang untuk menganiaya atau memperlakukan hewan secara

manusiawi, dengan ‘“pemeliharaan, pegamanan, perawatan, dan pengayoman

2 Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
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hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan
haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan”.
Selain itu, Pasal 91B ayat (1) secara eksplisit melarang penganiayaan dan/atau
penyalahgunaan hewan, dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu “setiap
orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga
mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”. Pasal-pasal ini juga
mencakup pelanggaran lain seperti Pasal 66A ayat (1) “setiap orang dilarang
menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat
dan/atau tidak produktif”, serta Pasal 66A ayat (2) “setiap orang yang mengetahui
adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada
pihak yang berwenang”, serta ketentuan pidana pada Pasal 86 “setiap orang yang
menyembelih: a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu)
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); atau b.
ternak ruminansia besar betina produktif sebagaiama dimaksud Pasal 18 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”. Ketentuan ini dirancang

untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku, sekaligus mendukung
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prinsip hukum pidana yang proporsional dan restoratif, sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sering menjadi dasar

subsidier.

Meskipun demikian, implementasi sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih
menghadapi berbagai kendala di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional,
penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran peternakan dan kesehatan hewan
sering kali lemah karena faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat,
keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan sanksi yang dianggap belum
cukup mencegah (deterrent). Banyak kasus penganiayaan hewan, seperti
penyiksaan hewan peliharaan atau eksploitasi ternak di usaha peternakan skala
kecil, hanya ditangani secara administratif atau merujuk pada KUHP Pasal 302
yang mensanksi dengan pidana ringan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus
rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan
sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan
yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian
menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan

yang wajib dipeliharanya.
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau
menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga
ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. (3) Jika hewan itu milik yang bersalah,
maka hewan itu dapat dirampas. (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut
tidak dipidana. Sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal, selain itu
regulasi ini sering tumpang tindih dengan Undang-Undang lain, seperti Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa
ketentuan, menyebabkan kebingungan dalam penerapan sanksi, seperti ketentuan
pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan Pasal 88 “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan
mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan atau belum diuji berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan
denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Data dari berbagai studi menunjukkan
bahwa kasus pelanggaran seperti penjualan hewan sakit atau pengoperasian
peternakan tanpa izin karantina masih marak, yang berpotensi memicu wabah
penyakit seperti flu burung (avian influenza) atau penyakit kaki dan mulut (foot
and mouth disease), mengancam kesehatan hewan dan manusia.

Pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara, masalah implementasi sanksi pidana ini semakin relevan
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mengingat potensi sektor peternakan yang tinggi di wilayah tersebut. Kabupaten
Deli Serdang dikenal sebagai salah satu pusat agribisnis peternakan di Sumatera
Utara, dengan luas lahan peternakan yang mencapai ribuan hektar dan populasi
ternak sapi, ayam, serta babi yang signifikan. Namun, aktivitas peternakan di sini
sering kali dilakukan di pemukiman penduduk, yang melanggar ketentuan izin
usaha dan standar kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Studi kasus menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang
sering menghadapi pelanggaran seperti pengoperasian peternakan ayam tanpa izin
lingkungan dan Kkarantina, yang berisiko menyebabkan pencemaran dan
penyebaran penyakit. Pemerintah daerah telah melakukan pengawasan melalui
Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
tetapi penegakan sanksi pidana masih minim. Misalnya, dalam kasus pelanggaran
izin usaha peternakan, sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan izin
lebih sering diterapkan daripada pidana, meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun
2014 secara jelas mengancam pidana bagi pelanggaran yang disengaja. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan koordinasi antara Dinas Pertanian, kepolisian, dan
kejaksaan, serta kurangnya data pelaporan kasus yang komprehensif. Akibatnya,
pelanggaran berulang terjadi, mengganggu kesejahteraan hewan dan keamanan
pangan lokal.

Kemudian sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan mewujudkan

kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 41
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Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan sektor
peternakan di Indonesia berkembang dengan baik, serta mampu memenuhi
kebutuhan pangan Nasional secara aman dan berkualitas, dan memastikan bahwa
kegiatan peternakan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek-aspek
berkelanjutan lingkungan.

Meskipun kerangka hukum yang memadai telah tersedia, implementasi
sanksi pidana dalam UU No. 41/2014 di lapangan seringkali belum menunjukkan
efektivitas yang optimal. Berbagai laporan dan pemberitaan media masih
mengindikasikan maraknya kasus pelanggaran, seperti peredaran daging
gelonggongan, penyembelihan hewan ilegal, atau impor produk hewan tanpa izin
yang jelas, yang menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya
memberikan efek jera yang memadai. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan
mendasar mengenai mengapa pelanggaran terus terjadi dan apakah penegakan
hukum telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang.

Namun dalam prakteknya pelaksanaannya bahwa para peternak ini masih
belum memahami tentang peternakan dan kesehatan hewan itu, di Kabupaten Deli
Serdang memiliki data peternak dalam hal pengelolaan sumber daya hewan secara
bermartabat dan berkelanjutan.

Pembangunan di sektor Perternakan merupakan upaya sadar dalam
melakukan perubahan kearah yang lebih baik guna meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dan dilaksanakan melalui pendekatan Agribisnis Peternakan.
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan perubahan ekosistem

lingkungan hidup disebabkan oleh semakin tingginya karagaman dalam
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implementasi kebijakan pembangunan pertanian, industri dan pelaku usaha
lainnya. Perubahan kualitas lingkungan atas pemanfaatan suatu ekosistem
tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk
kelangsungan hidup baik itu dalam sektor ekonomi dan sosial maupun budaya jika
tidak dikelola dengan sepantasnya. Fenomena maraknya perdagangan hewan dan
lalu lintas pelaku usaha sangat mempengaruhi kesehatan hewan dimana kesehatan
hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya
hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta jaminan keamanan pakan
hewan.?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap
bangsa indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk
mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka
menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia juga
bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur peternakan dan
kesehatan hewan di Indonesia, dengan fokus pada kesejahteraan hewan, keamanan
produk hewani, dan perlindungan kesehatan masyarakat, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan kebijakan hewan ternak merupakan salah satu pendorong aspek
bisnis di Indonesia, dimana hewan juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan

(kotorannya dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki

3 https://books.google.co.id
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potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai ternak bibit maupun sebagai
produk hewani yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan, bertujuan mengatur tata cara penyelenggaraan peternakan dan kesehatan
hewan untuk mendukung pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan.
Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana, seperti larangan penyembelihan
ternak ruminansia kecil, betina produktif, untuk melindungi populasi ternak dan
menjaga ketahanan pangan. Namun, penerapan sanksi pidana sering kali
menimbulkan perdebatan, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya
terakhir setelah mekanisme sanksi administratif dan sanksi perdata tidak efektif.

Dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan urgensi penerapan
sanksi pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, khususnya dalam konteks studi di Dinas Pertanian Kabupaten
Deli Serdang. Tanpa penegakan yang efektif, sektor peternakan berisiko
mengalami degradasi, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan
masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: “Penerapan Sanksi Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, terlihat adanya

kompleksitas dan tantangan dalam penerapan sanksi pidana dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun Undang-

Undang ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sektor peternakan, keamanan

pangan, dan kesehatan hewan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa

pelanggaran masih kerap terjadi, mengindikasikan adanya kesenjangan antara
norma hukum dan praktik penegakan.

Untuk memahami secara komprehensif fenomena ini dan mengisi
kesenjangan penelitian yang ada, maka penelitian ini merumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 efektif
dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam
sektor peternakan?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam UU
Nomor 41 Tahun 2014, baik dari segi penegakan hukum maupun aspek sosial-
ekonomi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah yaitu:

1. Mengkaji dan mengalisis apakah sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor
41 Tahun 2014 efektif dalam mencegah pelanggaran di bidang kesehatan

hewan?
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2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap
pelanggaran yang terjadi dalam sektor peternakan?

3. Mengkaji dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan
sanksi pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 2014, baik dari segi penegakan
hukum maupun aspek sosial-ekonomi masyarakat?

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang
diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian teoritis dalam tesis ini merupakan aspek penting yang

menunjukkan  kontribusi ilmiah  penelitian terhadap pengembangan

pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan regulasi sektoral
peternakan. Berdasarkan judul tesis "Penerapan Sanksi Pidana Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”,

Berdasarkan hal tersebut, manfaat penelitian teoritis dalam tesis ini adalah
sebagai berikut:

1. Pengayaan Literatur Hukum Pidana Sektoral di Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis
dengan menganalisis secara mendalam ketentuan sanksi pidana dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (UU Nomor 41 Tahun 2014),

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.
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Secara teoritis, analisis yuridis normatif terhadap pasal-pasal kunci seperti
Pasal 66 ayat (2) huruf c (penganiayaan hewan), Pasal 66A (pelanggaran
karantina), Pasal 91 (penjualan hewan berpenyakit), dan Pasal 91B
(penyalahgunaan hewan) akan memperkaya literatur hukum pidana
Indonesia.

2. Pengembangan Teori Penegakan Hukum dalam Konteks Daerah
Otonom. Melalui studi empiris di Dinas Pertanian Kabupaten Deli
Serdang, penelitian ini secara teoritis mengembangkan kerangka teori
penegakan hukum, seperti teori Lawrence M. Friedman yang membagi
penegakan hukum menjadi struktur (lembaga), substansi (isi norma), dan
budaya hukum (sikap masyarakat).

3. Kontribusi terhadap Interdisipliner Hukum dengan llmu Pertanian
dan Lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pendekatan
interdisipliner dengan mengintegrasikan hukum pidana dengan ilmu
pertanian dan lingkungan, khususnya dalam analisis dampak sanksi pidana
terhadap ketahanan pangan. Misalnya, kajian tentang Pasal 91 yang
mensanksi distribusi hewan berpenyakit dapat dikaitkan dengan teori
zoonosis dari perspektif epidemiologi, sehingga membangun konsep
"hukum pidana preventif" untuk mencegah wabah seperti African Swine
Fever atau Avian Influenza yang marak di Sumatera Utara pada 2024-

2025.
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2. Manfaat praktis

Bahwa Manfaat penelitian praktis dalam tesis ini merupakan aspek esensial

yang menekankan aplikasi langsung hasil penelitian terhadap permasalahan

nyata di lapangan, khususnya dalam penegakan hukum pidana di sektor
peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan judul tesis "Penerapan Sanksi

Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”,

penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga solusi
actionable untuk meningkatkan implementasi regulasi. Manfaat praktis
difokuskan pada kontribusi bagi lembaga pemerintah, pelaku usaha,
masyarakat, dan penegak hukum, dengan mempertimbangkan konteks lokal
Kabupaten Deli Serdang sebagai pusat agribisnis di Sumatera Utara, serta
memberikan rekomendasi bagi Dinas Pertanian Deli Serdang untuk
memperkuat penegakan, serta masukan bagi pembuat kebijakan nasional
dalam revisi Undang-Undang.
Berdasarkan hal tersebut, manfaat penelitian praktis dalam tesis ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebagai Lembaga
Pengawas Utama. Penelitian ini memberikan manfaat praktis langsung
bagi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, yang bertanggung jawab
atas pengawasan dan penindakan pelanggaran peternakan sesuai Pasal 13
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan. Melalui analisis empiris terhadap implementasi sanksi pidana,
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seperti Pasal 66A (pelanggaran karantina) dan Pasal 91B (penganiayaan
hewan), penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan
mekanisme pengawasan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Nasional dalam Reformasi Kebijakan
Peternakan. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi bagi Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
dengan menyediakan rekomendasi reformasi kebijakan berbasis bukti.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Peternakan di Kabupaten Deli
Serdang. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat
umum dan pelaku usaha peternakan, termasuk peternak skala kecil yang
mendominasi sektor ini di Deli Serdang.

4. Bagi Lembaga Penegak Hukum dan Sistem Peradilan. Secara praktis,
penelitian ini mendukung lembaga penegak hukum seperti Kepolisian
Resor Deli Serdang dengan menyediakan dalam penerapan sanksi pidana
dalam Undang-Undang Nomor 41Tahun 2014 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Hukum Pidana
2.1.1. Teori Pendekatan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan Hukum Pidana (KHP), dapat pula disebut dengan istilah
Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (KPHP), atau “penal law enforcement
policy”. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai Politik Hukum Pidana (PHP).
Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal
dengan berbagai istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau
“strafrechts politiek”.* Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat
dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah: Usaha untuk mewujudkan
peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi
pada saat suatu saat.®> Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan
untuk mencapai apa yang cita-citakan.b Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa
melaksanakan “Politik Hukum Pidana (PHP)”, berarti mengadakan pemilihan
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti

memenuhi syarat keadilan dan laksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha

4 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Bandung, halaman 26.

® Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, halaman 159.

® Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru,
halaman 20.
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mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.” Sebagai
bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti,
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-
undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc
Ancel. Menurut Marc Ancel, istilah “Penal Policy” adalah sama dengan istilah
“kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut A. Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah, garis kebijakan untuk
menentukan: 8

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di ubah

atau di perbaharui.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder tersebut bertolak dari pengertian “Sistem Hukum Pidana
(SHP)” menurut Marc Ancel, yang menyatakan bahwa, “tiap masyarakat yang
terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari, peraturan-peraturan
hukum pidana dan sanksinya”. Kedua, “suatu prosedur hukum pidana dan suatu
mekanisme pelaksanaan pidana”.® Melihat dan memperhatikan fakta realitas dan
kondisi penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang lama yang

terdapat perubahan atau direkonstruksi dengan “Penerapan Sanksi Pidana dalam

7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana.....Op cit. halaman. 161.
8 A.Mulder, Strafrechtspolitiek, Delikten Delinkwent, Mei 1980, halaman. 333.
® A.Mulder, Strafrechtspolitiek... ... Ibid, halaman.332.
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan” yang baru memang terdapat perubahan-perubahan mendasar, yang hal
tersebut kategori masuk dalam sistem hukum pidana, atau politik hukum pidana
atau penal policy. Perubahan mendasar tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru, diharapkan
mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi dan kondisi
masyarakat pelaku peternak dan perusahaan peternakan itu sendiri.

Kebijakan negara melalui dukungan peraturan presidan, peraturan
pemerintah, peraturan menteri pertanian, peraturan daerah, peraturan bupati
berwenang dalam merumuskan ide dasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru, tentunya melengkapi
kekurangan-kekurangan terhadap upaya perlindungan hukum yang dikehendaki
oleh peternak dan perusahaan peternakan, dalam pengoptimalan aplikasi dasar
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan yang baru dalam tata laksananya.

Formulasi tindak pidana yang baru mampu memberikan jawaban atas
persoalan-persoalan yang selama ini menjadi momok bagi peternak dan
perusahaan peternakan, yaitu, Pasal 91B ayat (1) secara eksplisit melarang
penganiayaan dan/atau penyalahgunaan hewan, dengan sanksi pidana yang lebih
berat, yaitu “setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan
sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu)

bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000
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(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”. Pasal-pasal
ini juga mencakup pelanggaran lain seperti Pasal 66A ayat (1) “setiap orang
dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan
cacat dan/atau tidak produktif’, serta Pasal 66A ayat (2) “setiap orang yang
mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan kepada pihak yang berwenang”, serta ketentuan pidana pada Pasal 86
“setiap orang yang menyembelih: a. ternak ruminansia kecil betina produktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan
paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima
juta rupiah); atau b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaiama
dimaksud Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.
Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi
pelaku, sekaligus mendukung prinsip hukum pidana yang proporsional dan
restoratif, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang sering menjadi dasar subsidier di tiap sudut Kabupaten di
Indonesia.

Dengan penataan kembali peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru, di harapkan dapat
mencapai apa yang di cita-citakan peternak dan perusahaan peternakan di

Indonesia, yaitu; mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya secara baik dan
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benar menurut hukum dan perundang-undangan. Masalah pembaharuan hukum
pidana dapatlah ditegaskan bahwa, pembaharuan hukum pidana (penal reform)
merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (penal policy). Makna dari
hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan latar belakang dan urgensi
diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

Latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan hukum pidana dapat di
tinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek
kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan
penegakan hukum. Jadi makna pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat
dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada
hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan
terhadap aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu.!® Dua masalah
sentral dalam kebijakan kriminal dengan mengunakan sarana penal (hukum
pidana) adalah masalah penentuan; perbuatan apa yang seharusnya dijadikan
tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si
pelanggar.!

Dua masalah sarana penal, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terjadi saat ini
adalah, yang pertama sesuai Pasal 93 ayat (1) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91A Pasal 91B
merupakan pelanggaran; ayat (2) Tindak Pidana sebagimana dimaksud dalam

Pasal 89 merupakan kejahatan, sanksi apa yang sebaiknya di berikan kepada

10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana......Op cit, halaman 28.
11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... ...Ibid, halaman 30.
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pelanggar adalah sanksi pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya
kebijakan penangulangan kejahatan atau yang biasa di sebut dengan istilah
(politik kriminal) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter
Hoefnagels mengambarkan ruang lingkup “criminal policy” dalam upaya
penangulangannya sebagai berikut; Penerapan hukum pidana (criminal law
application), Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment) Dan,
memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat
mass media (influencing views of sociaty on crime and punisment/mas media).*?
Upaya penanganan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan upaya
penal (hukum pidana) dan upaya non penal (di luar hukum pidana). Dan,
pembagian menurut G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam
poin dua dan tiga dapat di masukan dalam kelompok upaya “non penal”.

Dalam kaitan ini, upaya penal dan non penal dalam pelaksanaan
pemidanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang lama yang terdapat
perubahan atau direkonstruksi dengan “Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Studi
Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”, tampaknya keduanya sudah
dilaksanakan dalam prakteknya, namun belum maksimal dan lebih pada semakin
banyak aksi kejahatan sesuai yang terdapat pada Pasal 89.

Upaya penal, yang dilakukan aparat penegak hukum belum mampu

menjawab dan menuntaskan persoalan hukum di kalangan pelaku peternak dan

12 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, halaman 56.
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perusahaan peternakan di Indonesia, upaya non penal juga demikian, sangat
jarang dilakukan antara pihak korban dengan pelaku, karena memang Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti
mayat hidup ada tapi tidak bisa berbuat apa-apa dalam tata laksananya.

Hal itu, disebabkan, adanya pasal-pasal ambigius yang misalnya memuat
mengenai larangan menyembelih ternak ruminasia kecil betina produktif, larangan
memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk
hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan, larangan menganiaya dan/atau
menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif,
larangan pemotongan hewan seperti sapi, kerbau tidak dilakukan di Rumah
Potong Hewan (RPH), larangan pemotongan hewan-hewan seperti sapi, kerbau
tidak dilakukan oleh juru sembelih hewan (juleha) yang memiliki sertifikat
(Pelatihan Kompetensi Juru Sembelih Halal Berbasis SKKNI No. 196 Tahun
2014), yang kini sering menjadi masalah besar di tengah-tengah masyarakat di
Indonesia khususnya Kabupaten Deli Serdang.

Melihat persoalan tersebut, mengenai penegakan hukum pidana dalam
penerapan sanksi pidana dan menjawab apakah pelaku tindak pidana kejahatan
yang di hukum berat dengan siksaan dan hukuman dapat menyelesaikan dan
mengurangi tingkat pelanggaran tindak pidana pidana tersebut. Lalu, apakah
sebenarnya hukum pidana dan tujuan hukum pidana tersebut untuk masyarakat.
Dalam kaitan pertanyaan tersebut, sangat relevan jika kita merujuk pada
pembahasan menurut pendapat filsuf Plato. Plato mengatakan, “bahwa pada

hakikatnya hukuman bermaksud memperbaiki si penjahat”. Tetapi pula ahli-ahli

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

22

lainya di zaman kuno yang beranggapan bahwa hukuman ialah alat untuk
menakut-nakuti umum. Teori hukum pidana itu dapat di bagi menjadi tiga jenis:
Teori Mutlak (teori pembalasan), Teori Relatif (teori tujuan), Teori Gabungan
(antara Teori Mutlak dan Teori relatif). Teori Mutlak adalah teori tertua (klasik)
dan banyak dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18
diantaranya, Immanuel Khan, Hegel, Herbaart dan Stahel.

Penganut teori ini berpendapat bahwa dasar dari hukum itu harus
perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat
jahat. Jadi hukuman itu hanya untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk
membalas perbuatan itu (pembalasan). Teori relatif (teori tujuan), menurut ajaran
ini diangap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan hukuman.

Saat ini, yang menjadi pembeda antara teori mutlak dan teori relatif, teori
mutlak mengajarkan bahwa sandaran hukum adalah pembalasan (balas dendam),
sementara teori relatif menyandarkan hukuman itu pada maksud atau tujuan
hukuman. Artinya, teori ini mencari manfaat dari pada hukuman.

Dalam perkembangannya, teori relatif berkembang dengan sudut
pandangnya, mucul teori relatif moderen. Menurut ajaran teori relatif moderen,
Frans Von Liszt, Van Hamel dan D. Simons, mengatakan, “hukuman adalah
tujuan untuk menjamin ketertiban hukum”. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah
susunan negara, karena negera memilih sifat hakikatnya serta tujuanya adalah
untuk menjamin ketertiban hukum didalam wilayahnya. Adapun cara menjamin
ketertiban hukum memerlukan peraturan-peraturan yang mengandung larangan

dan keharusan yang berbentuk kaidah (norma-norma).
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Dengan mengadakan norma-norma itu timbulah kebutuhan negara untuk
menentukan bahwa norma-norma tadi harus ditaati dan pelangaran terhadap
norma-norma tersebut diancam dengan hukuman. Oleh karena itu perlu diadakan
sanksi, sedangkan hukuman itu bersifat siksaan sekedar untuk mencapai
ketertiban umum. Sementara teori gabungan, aliran ini mengabungkan dasar
hukuman dari teori mutlak dan teori relatif menjadi satu. Menurut ajaran ini, dasar
hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan
(teori mutlak). Akan tetapi di samping itu diakuinya dasar-dasar tujuan dari pada
hukuman. Penganut aliran ini adalah Binding.

Teori gabungan ini diciptakan oleh karena menurut ajaran ini, baik teori
mutlak dan teori relatif (tujuan) diangapnya berat sebelah. Keberatan teori ini
terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak
memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Akaran teori relatif juga
diangapnya sempit dan berat sebelah dan karenanya belum memuaskan.*® Istilah
pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan
pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah
tersebut.

Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai
suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.
Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan
sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian

umum, vyaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau

13 G. C. S. T. Cansil, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang,
Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, halaman 15-19.
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suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama,
yaitu “Straf”. Menurut Prof. Moelyatno istilah “hukuman” atau “straf” merupakan
istilah konvensional. Istilah yang benar/inkonvensional untuk menggantikan
“Straf” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “strafrecht” yang
selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum Pidana”.

Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih
khusus yang dipakai dalam hukum pidana. Kekhususan lain dari istilah pidana
termasuk dalam hal bentuk atau jenis sanksi/hukumannya, dimana sifat nestapa
atau penderitaan lebih menonjol bila dibandingkan dengan bentuk hukuman yang
dimiliki oleh aspek hukum lain. Bahkan para ahli hukum pidana ada yang
mengatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa. Dikatakan
pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Yaitu suatu
nestapa yang sifatnya mencelakakan/menderitakan yang sudah tentu membuat si
terpidana menjadi tidak enak. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu
dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang
berupa “cap” atau “label” atau “stigma” dari masyarakat.!* Sanksi pidana
merupakan penjatuhan hukuman vyang diberikan kepada seseorang Yyang
dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.

Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur
hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana
pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang

tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana

14 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.
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tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk
menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.'® Jenis
sanksi pidana, secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal
10 KUHP.

Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan
pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk
pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu: Pidana Pokok: pidana mati, pidana
penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, pidana denda; Pidana Tambahan:
pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumaman
putusan hakim. Tujuan pemidanaan sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara
sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud
berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification)
dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan
meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana
dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada
penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa
tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas
dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan

15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT. Refika
Aditama, 2008, halaman 23.
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mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori
tentang pemidanaan yang ada. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf
ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak
untuk melakukan pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas
pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak
mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat
tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.®

Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para
ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan
pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. Negativisme yang dimaksud
di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa
sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah
perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk
mengdikotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan
hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu.

Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme
(walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak
dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi
pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita
dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional
kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya. Dapatlah

kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah

16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana....... Ibid.
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identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan
satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.’

Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain
dinyatakan didalam pertimbangnya resolusi mengenai “crime tends and crime
prevention strategies”.*®

1. Bahwa, masalah kejahatan merintanggi kemajuan untuk mencapaian
kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang (the cime
problem impedes progress towards the attain ment of an acceptable
quality of life all people).

2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada
penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan
kejahatan. (crime prevention strategies should be based upon the
elimination of causes and conditions giving rice to crime).

3. Bahwa, penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah
ketimpangan sosial, diskriminasi rasioal, dan diskriminasi nasional,
standar hidup rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan)
diantara golongan besar penduduk. (the main cauces of crimes in many
countries are social inequality, racial and nacional discrimination, law
standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections

of the population).

17 Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian |, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008, halaman 67.
18 Sixth United Nation Congress, Report, 1981, halaman 118.
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Pada kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba social aspects of
crime prevention and criminal justice in the contextof development, diidentifikasi
faktor penyebab kejahatan khususnya urban crime, antara lain:°

a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan),
ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan
serta latihan yang tidak cocok/serasi.

b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek
(harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya
ketimpangan-ketimpangan sosial.

c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; keadaan-keadaan/kondisi
yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau
ke negara-negara lain.

d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan orang yang beremigrasi ke
kota-kota atau negara lain.

e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan
adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di
bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.

f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya)
pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.

g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk

berintegrasi  sebagaimana  mestinya di  dalam  lingkungan

19 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan... ..... Loc. Cit, halaman. 46-47.
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masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya
atau di lingkungan sekolahnya.

h. Penyalagunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya

juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.

i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya jaringan

obat bius dan penadahan barang-barang curian.

j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan

sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan
(hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi
dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan,
akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan
berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian
kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan sosial karena berkaitan
dengan kesejahteraan (welfare) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya
dengan kesejahteraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga
negara.

Kaitannya dengan kebijakan kriminal pada hakikatnya menurut Muladi
dan Barda Nawawi bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence)
dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah
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perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga kebijakan
sosial mengintegrasi kebijakan kriminal di dalamnya atau dengan kata lain
kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan.?’ Oleh
sebab itu, karena kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-
kebijakan lain maka setiap usaha untuk melindungi masyarakat harus dipandang
secara utuh. Utuh agar antar kebijakan tidak saling bertabrakan dan bertentangan
sehingga tujuan untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai.

Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia mengintegrasi kebijakan
kriminal di dalamnya atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari
kebijakan sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kriminal
tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain maka setiap usaha untuk
melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh. Utuh agar antar kebijakan
tidak saling bertabrakan dan bertentangan sehingga tujuan untuk melindungi
masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai.

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan
penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya
penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada
pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal
lebih  menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif).
Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang

didahulukan dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Dengan demikian

20 Barda Nawari Arief, 2002, Op.Cit, halaman 2.
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dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan
bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk
kesejahteraan sosial.?!

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya
penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi
kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah
bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai
sistem peradilan pidana (criminal justice system). Yang kedua usaha-usaha tanpa
menggunakan penal (prevention without punishment) dan yang ketiga adalah
mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan
dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (prevention without
punishment) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan
pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu primary
prevention, secondary prevention, dan tertiarty prevention.??

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa umumnya
dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di dalam
masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (informal social

control) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT dan

21 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, halaman 74.

22 Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 1997,
halaman 100-101.
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RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (formal
social control) adalah melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system).?®

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan
sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan
hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk
dalam bidang kebijakan sosial.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya
adalah penggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu
upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan penegakan hukum ini
mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-
lain.?*

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum
dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari
masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum
dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum
administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itu
pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial,

kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir

23 Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan
Kriminologi (suatu tanggapan) dimuat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I,
No. 1/1998, halaman 92.

24 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992, halaman 9.
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yang sama Yyaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan
kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

2.1.2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Marc Ancel menyatakan bahwa modern crimkinal science terdiri dari tiga
komponen yaitu “Criminology”, “Criminal Law” dan “penal policy”
dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau penal policy” adalah ilmu
sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan Undang-
Undang, menerapkan Undang-Undang dan melaksanakan putusan pengadilan.?®

Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah sekadar teknik
perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun
lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis,
historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk Criminology.

Menurut G. Peter Hoefnagels.?®

“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense

| invert criminology. The history of criminology is not so much a history of

offenders, as a history of the reactions of those in power”.

(Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari pihak lain

selain pelaku kejahatan. Dalam pengertian ini, saya membalikkan

kriminologi. Sejarah kriminologi bukanlah sejarah pelaku kejahatan

semata, melainkan sejarah reaksi dari orang-orang yang berkuasa).

25 Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992, halaman 23.
% Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, halaman 23.
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Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu
kejahatan.
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah
penal policy, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan pula
dengan politik hukum pidana. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang
sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek sehingga kedua
istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum
pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil
dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda.?’

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut
dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk
menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian
kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut
politik hukum dan politik kriminal.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi penal policy yang
diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus
seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan
secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga
kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi

Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.?® Dengan

27 Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992, halaman 26.

28 Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992, halaman 28.
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demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi
masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan
peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan
demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau
politik kriminal. Sehubungan dengan criminal policy, G. Peter Hoefnagels
mengemukakan:

“Criminal policy is the science of crime prevention....criminal policy is the

rational organization of the social reactions to crime...criminal is also

manifest as science and as application. The legislative and enforcement

policy is ini turn part of social policy .

(Kebijakan pidana merupakan ilmu pencegahan kejahatan...Kebijakan

pidana juga berupa organisasi rasional terhadap reaksi sosial terhadap

kejahatan...Kebijakan pidana juga tampil sebagai ilmu dan sebagai
penerapan. Kebijakan legislatif dan penegakan hukum pada gilirannya
merupakan bagian dari kebijakan sosial).

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik
kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian
kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan
usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan
dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan

negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan
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peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai
apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan
kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan
oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya
melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut
Sudarto,?® pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

keadaan dan situasi pada saat itu.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law
policy (strafrechtpolitiek) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi
pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian
tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.*°

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa

pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk

29 Sudarto, Hukum dan Hukum, ......,Op.Cit, halaman 161.
30 Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan
Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, halaman 11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

37

mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat
keadilan dan daya guna.’! Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai
dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-
undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan
peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga
bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-
Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan
juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum
pidana identik dengan pembaruan perundang-undangan hukum pidana namun
sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan
perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut:?

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya

(culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan

hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum

pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu
hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran

Akademik”

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu

fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.®® Berdasarkan kedua

81 Sudarto, Hukum dan Hukum, ... ...,Op.Cit, halaman 161.

32 Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum,..... , Loc.Cit.

3 Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang, 2002, halaman 13.
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fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan
melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri
dari:

a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum

pidana.

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana.

c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum

pidana.3*

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan
hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan
dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses
fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental
dalam mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), dan melahirkan
kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam
penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi
Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarenakan
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.

34 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, ..... ,Op.Cit, halaman 75. Dapat juga
dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu
menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi
(kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat
penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan
hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan
pelaksanaan pidana secara konkret.
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Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan
hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam
melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif,
penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum
yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan
dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan
legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum
pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana
selanjutnya, vyaitu Kkebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/
administrasi. Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat
Undang-Undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang
sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar
yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga
mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan
lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan
pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.®

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum
pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu,
maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) oleh pembuat

Undang-Undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, ......,Op.Cit, halaman 61.
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Namun sebelum membahas istilah dan pengertian hukum pidana, ada
baiknya terlebih dahulu memahami hukum itu sendiri yang merupakan langkah
awal untuk mengetahui lebih lanjut terhadap hukum pidana.

Di tengah masyarakat hukum sering kali dipahami sebagai suatu perangkat
aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negara dengan mekanisme
keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Menegakkan
hukum membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat kejahatan dan
pelanggaran hukum sehingga peran aparat penegak hukum memainkan perannya
hingga dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Hukum atau tata tertib itu, dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum itu
lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang pada umumnya
mengatur bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya melalui apa
yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Membicarakan konsep
istilah hukum itu sendiri sebenar-nya mempunyai definisi yang sangat luas
tergantung dari pemikiran dari hukum itu sendiri, sehingga jawaban hukum
tersebut mungkin akan terus berkembang sesuai dengan teori-teori hukum atau
mazhab-mazhab pemikiran hukum menurut berbagai sudut pandang makna
hukum itu sebenarnya.

2. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana (penal policy).
Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan proses

penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan
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formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat
sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat menjadi
sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy),
dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (social depence)
kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya
membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi
Hukum Pidana/penegakannya dikarenakan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana
merupakan tahap Yyang paling strategis dari upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai
perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam
Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (3).%

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan
hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam
melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif,
penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum
yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan
dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan
legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum
pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana

selanjutnya, vyaitu kebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, ......,Op.Cit, halaman 61.
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administrasi. Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat
Undang-Undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang
sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar
yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga
mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan
lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan
pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.®’

a. Pengertian Kebijakan

Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dalam perundang-
undangan tidak terlepas dari proses pembuatan kebijakan yang menentukan suatu
perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik karena dalam membuat atau
merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh sehingga harus
diantisipasi agar muda dan berhasil saat diimplementasikan.

Menurut James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah
tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. 8

Dalam proses mengatasi masalah, pembuat kebijakan harus mencari dan
menemukan identitas permasalahan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan

permasalahan kebijakan menurut David G. Smith adalah: *°

“For Policy purposes, a problem can be formally defined as condition in

situation that produces needs ini dissatisfactions on the part of the people

37 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, ... ...,Op.Cit, halaman 61.

3% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, ... ...,Op.Cit, halaman 61.

% Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan
Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun, halaman 12.
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for which relief or redress is sought. This may be done thoses directly

affected or by others acting on their behalf .

(Untuk keperluan kebijakan, suatu masalah dapat didefinisikan secara

formal sebagai kondisi dalam suatu situasi yang menimbulkan kebutuhan

atau ketidakpuasan bagi masyarakat, yang memerlukan bantuan atau
pemulihan. Hal ini dapat dilakukan oleh mereka yang secara langsung
terdampak atau oleh pihak lain yang bertindak atas nama mereka).

Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah policy atau beleid
khususnya dimaksudkan dalam arti wijsbeleid, menurut Robert R. Mayer dan
Ernest Greenwood bahwa kebijakan atau policy dapat dirumuskan sebagai
keputusan yang menggariskan cara paling efektif dan paling efisien untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.*°

Sehubungan dengan pengertian kebijakan, David L. Sills menyatakan
bahwa kebijakan adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan
dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan
atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.**

Dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum bahwa kata
kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu Policy atau dalam bahasa
Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum
yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak

hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik,

40 Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,
Pustekkom Dikdub dan CV Rajawali, yang diterjemahkan dari “The Design of Social Policy”
tulisan Robert P Mayer dan Ernest Greenwood, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif
Dalam,...., halaman 63.

41 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legis/atif.... Op.Cit, halaman 63.
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masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-
undangan dan penerapan hukum/peraturan tersebut dengan suatu tujuan (umum)
yang mengarah pada upaya-upaya kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat
(warga negara).*?

Selain rumusan di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah
kebijakan berasal dari kata politic, politics dan policy (bahasa Inggris) atau
politiek (bahasa Belanda) Politik berarti acting of judging wisely, prudent, jadi ada
unsur wise dan prudent yang berarti bijaksana. Politics berarti the science of the
art of government. Policy berarti; (i) Plan of action, suatu perencanaan untuk
melakukan suatu tindakan dari negara, (ii) art of government, berarti
keterampilan, teknik, dan kebijaksanaan dalam mengelola negara dan (iii) wis
conduct, berarti kebijaksaan dalam bertindak.*®

Juga dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk mencapai tujuan
tertentu.** Mengingat istilah kebijakan adalah politik maka menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia istilah politik sebagai berikut:*

a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem

pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).

42 Henry Campbell Black, et.al.ed., Black’s Law Dictinary, Fith editor, St. Paulminn West
Publicing C.O, 1979, him. 104, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan the general
principle by wich a government is guided in its management of public affairs, or the legislature ini
its meansures ...this term, as appied to a law, ordinanance, or rule a law, denotes, its general
purpose or tendency considered as directed to the welfare o rprospority of the state community
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, ......,Op.Cit, halaman 61.

4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (criminal policy), Bahan Penataran
Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, halaman 780.

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, halaman 33.

4 Lihat kamus Bahasa Indonesia.
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b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai

pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)

kebijakan.

Sementara menurut Aloysius Wisnhusubroto secara umum mengartikan
Policy sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan
pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum) dalam mengelola,
mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau
bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian
hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya
mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).*®

Bertitik tolak dari berbagai pengertian di atas, diperoleh gambaran bahwa
istilah Policy atau kebijakan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Hikmah #
maka akan ditemukan makna kebijaksanaan di dalam kebijaksanaan terkandung
sepatutnya/seharusnya suatu kebijakan. Dengan kata lain, bukan kebijakan kalau
tidak mengandung kebijaksanaan dan bukan kebijaksanaan jika di dalamnya tidak
terkandung kebaikan.

Jadi berbicara kebijakan berarti membicarakan kebijaksanaan, dengan
demikian  membicarakan  kebijaksanaan  berarti membicarakan  juga

kebajikan/kebaikan sebagaimana tersurat dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat

4% Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan
Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, halaman 10.

4 Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 dijumpai kata Hikmah artinya
kebijaksanaan. Demikian pula rumusan dalam Pancasila dijumpai kata Hikmah sila ke IV yang
menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
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(48); Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu
kembali lalu ditunjukan kepadamu apa yang akan perselisikan. Dari ayat ini,
terdapat ajakan untuk melakukan suatu kebaikan/kebajikan dalam suatu komitmen
untuk mencapai tujuan bersama.

Dari berbagai pengertian kebijakan atau policy tersebut di atas,
menimbulkan penafsiran sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 58: (1) Dalam rangka
menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang
dipersyiratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi,
sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. (2) Pengawasan, pemeriksaan, dan
pengujian produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu
pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar,
sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaian setelah pengawetan. (3)
Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk
Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Produk Hewan yang diproduksi di
dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
diedarkan wajib disertai: a. sertifikat veteriner; dan b. sertifikat halal bagi Produk
Hewan yang dipersyaratkan. (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk
Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud
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pada ayat (4). (6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk
Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan
tambahan yang dilarang. (7) Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal
jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. (8) Untuk pangan olahan asal Hewan,
selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

b. Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi Kejahatan

Perkembangan masyarakat yang sedemikian pesatnya dewasa ini dengan
seiring perkembangan ilmu dan teknologi sehingga berdampak pada
perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Menurut J. M. Bemmelem
menerangkan bahwa memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial
yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam
masyarakat terhadap kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara
harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.*®

Selain itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo menerangkan bahwa
kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum
pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Perbuatan tersebut bercirikan merugikan
(materiil dan imateriil) yang diderita si korban sehingga menimbulkan keresahan
sosial dan harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.*® Sedangkan

menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan secara

48 Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan,
Makalah, http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrud dinl.pdf, editing, tanggal 12 September
2014, Jam 11.15 WIB.

4% Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002,
halaman 1.
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sosiologis yakni secara yuridis dijelaskan bahwa suatu perbuatan tingkah laku
yang bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi secara sosiologis
dikemukakan bahwa kejahatan adalah per-buatan atau tingkah laku yang selain
merugikan si penderita dan juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Perumusan kejahatan dan perilaku penyimpang yang secara luas berbeda-
beda tergantung pada sudut pandangan individu tertentu, akan tetapi menurut
Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles Of Crminology menyebutkan
tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. Suatu
perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur
tersebut di antaranya:*°

a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau merugikan.

b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus
dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.

c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang
disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang
merugikan.

d. Harus ada maksud jahat (mens rea).

e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu

hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan.

s0 Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan,
Makalah, http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrud dinl.pdf, editing, tanggal 12 September
2014, Jam 11.15 WIB.
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f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang
Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan
sendiri.

g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan
merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan
tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat hal ini
dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat
sendiri. Kejahatan apapun bentuknya secara yuridis adalah kejahatan yang diatur
oleh Undang-Undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh Undang-
Undang ditentukan sebagai katagori kejahatan. Dengan demikian masyarakat
memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang
kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
warga negara yang baik dengan cara mengendalikan dan menanggulangi
kejahatan.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi
problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga menganggu
kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan
penanggulangan kejahatan. Hal ini senada dengan pendapat Sudarto bahwa politik
kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan.®® Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang

merumuskan sebagai the rational organization of the control of crime by sociesty

51 Soedarto, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
(perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group,
2008, halaman 1.
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bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan.>?

Selain itu, menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa politik kriminal
atau Criminele Politiek atau Criminal Policy merupakan kebijakan pemerintah
dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.>

Menurut Marc Ancel dalam bukunya yang menjelaskan mengenai penal
policy bahwa :

“Between the study of criminological factors on one hand and the study of
legislative techniques on the other, there is room for a science that
observes and investigates legislative phenomena, as well as for a rational
art, in which scholars and practitioners, criminologists and jurists, can
collaborate not as opposing or conflicting parties, but as fellow workers
bound together in a common task, namely, above all, to produce a realistic
criminal policy that is humanistic, forward-thinking, and sound”.

(Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi

mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu

ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif
dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para
ahli kriminologi dan para sarjana dapat bekerja sama tidak sebagai
pihayang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan

sekerja yang terkait di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk

52 Marc Nacel, Social Defence, 1965, halaman 209, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga
Rampai Kebijakan,..., Ibid.
58 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 90.
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menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik yang humanis dan

yang berpikiran maju lagi sehat).

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi
kejahatan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:>

a. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan.

b. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana
harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian materiel dan sprituil atas warga
masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan
hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban tugas.

Selain itu, Bassiouni yang dikutip oleh Salman Luthan menjelaskan pula
batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di
tengah masyarakat, yaitu:>®

a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan
hasil-hasil yang ingin dicapai.

b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya

dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

%% Muladi, Kapita Selekta..... Op.Cit, halaman 30-31.
55 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Makalah
dalam Jurnal Hukum FH UlI, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, halaman 12.
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c. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia.

d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenan

dengan pengaruh sekunder.

Barda Nawawi Arief menyimpulkan dalam penelitiannya mengenai
kriminalisasi bahwa pertimbangan atau alasan kriminalisasi yang ditemukan
dalam perundang-undangan di Indonesia walaupun tidak dipermasalahkan namun
bersifat seleksi. Hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan kriminalisasi
yang didasarkan pada garis-garis atau pola kebijakan tertentu yaitu bahwa sanksi
pidana digunakan terhadap perbuatan-perbuatan yang:°®

a. Bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila.

b. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Dilihat dari persfektif hukum pidana maka kebijakan formulasi harus
memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan
pemidanaan umum yang berlaku. Tidaklah dapat dikatakan terjadi
harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum
pidana yang berlaku saat ini.

Menurut Nils Jareborg, menjelaskan bahwa perlunya perencanaan dalam

penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi

% Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif ...... Op.Cit, halaman 74-75.
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yang mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu
masalah:®’

a. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan

(criminalization and threatened punishment).

b. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing).

c. Pelaksanaan pidana (execution of punishment).

Semua hukum pidana baik materiil/substantif, hukum pidana formal dan
hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan
(the sentencing system).

Menurut L. H. C. Hulsman mengemukakan pengertian sistem pemidanaan
sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan
pemidanaan (the stator rules relating to penal sanctions and punishement).®

Dari pengertian di atas, Barda Nawawi Arief memberikan pengertian
pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana
oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup
pengertian:>°

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.

b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk

pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

57 Nils Jareborg, The Coherence of the penal System, dalam Criminal Law in Action,
Arnhem, page 239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan,
halaman 215,..., Op.Cit.

%8 L. H. C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal
Perspective. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, halaman 135,...,
Op.Cit.

% Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No.
3 tanggal 22 Agustus 2003, halaman 1.
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c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.

d. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana
hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret
sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu
perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang
sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak pidana. Antara kriminalisasi dan
penalisasi menjadi sentral untuk penanganannya sehingga diperlukan pendekatan
yang berorientasi pada kebijakan (policy orientend approach). Kriminalisasi
(criminalization) mencakup ruang lingkup perbuatan melawan hukum (actus),
pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang akan dijatuhkan baik
berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).

Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai
menimbulkan kesan refresif yang melanggar prinsip Ultimum Remedium (ultimo
ratio principle) dan menjadi boomerang dalam kehidupan sosial berupa
kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization), yang justru mengurangi
wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula
langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan
penyidikan dan penuntutan.®°

Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah

satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah

0 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1
No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, halaman 1.
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dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan
formulasi terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Tindak pidana berikut unsur-unsur pidana, Istilah tindak pidana adalah
terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda,
walaupun secara resmi tidak bahkan di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin
yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana” Andi Zainal Abidin adalah
seorang ahli hukum Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaat
feit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:®

a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang
dapat dijatuhi pidana.

b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana
juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat
misalnya kejahatan berat.

c. lstilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau
diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana dan
oleh VVan Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan feit terzake

van hetwelk een person strafbaar is yang berarti peristiwa yang

61 Andi Zainal Abidin, Tanggapan terhadap Buku | Bab | sampai dengan Bab Il
Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia
Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005,
halaman 53-54.
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menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal art lebih tepat
karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya yakni perbuatan.

Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa
pidana, perbuatan pidana, strafbaar feit dan sebagainya. Menurut Simon tindak
pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh
Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan
oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.%?

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah strafbaar feit
namun tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa Sebenarnya yang
dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah di dalam doktrin
berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan strafbaar feit
tersebut.®®

Menurut Pompe strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang di mana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum
dan terjaminnya kepentingan hukum.54

Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai suatu serangan
atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Selain itu, menurut Simon,
strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

62 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, ...,Op.Cit, halaman 97.
8 P.AF. Lamintang, Dasar-Hukum Pidana,..., Op.Cit, halaman 181.
64 1bid, halaman 182.
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.®®

Menurut E. Utrecht, dijelaskan bahwa istilah straafbaar feit dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa itu suatu
perbuatan (handelen) atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,
maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).%

Kemudian Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu
rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau
peraturan lainnya, tindakan atau perbuatan mana diadakan tindakan
penghukuman.®’

Sementara itu, Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan
perbuatan pidana, di mana pendapat beliau memisahkan antara perbuatan pidana
dan pertanggungjawaban pidana, sehingga disebut dengan pandangan dualistis, di
mana seseorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi
syarat untuk pidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban
pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.®

Selain itu juga beliau berpendapat bahwa tindak pidana merupakan
perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang
siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh

% |bid, halaman 184.

% |bid, halaman 185.

67 Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959, halaman 27.
% Moeljatno, Asas, Asas Hukum Pidana, 2008, halaman 5.
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masyarakat.®® Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan

terlarang.”

Mengenai hal ini, Muladi mengatakan bahwa dalam konteks hukum
pidana materiil, permasalahan akan berorientasi pada tiga masalah pokok yakni
perumusan perbuatan yang akan dilarang, (kriminalisasi), pertanggungjawaban
pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.”

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak
pidana terdiri dari unsur formil sebagai berikut: "

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

Undang-Undang.

c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalah kepada pembuat.

Sedangkan unsur material, perbuatan itu bersifat melawan hukum yaitu
harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh
atau tak patut dilakukan. Sementara itu, Loebby Logman menyatakan bahwa
unsur-unsur tindak pidana meliputi:

a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.

8 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina
Aksara, Jakarta, 1983, halaman 22-23.

0 Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Lokakarya
Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, halaman 3.

I Muladi, Kapita Selekta Sistem,...,Op.Cit, halaman 50.

2 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,Bina
Aksara, Jakarta, 1983, halaman 22-23.
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b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-
Undang.

c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.

d. Perbuatan tersebut dipersalahkan.

e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.”

Sedangkan menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak

pidana adalah:

a. Adanya subjek.

b. Kesalahan.

c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam
dengan pidana.

e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).”

Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuatan yang dikatagorikan
sebagai tindak pidana tergantung kepada perumusan dalam perundang-undangan
karena sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana
Indonesia bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di
dalam Undang-Undang sehingga dalam merumuskan tindak pidana terdapat tiga
kemungkinan menurut Loebby Logman’™ vyaitu pertama, tindak pidana

dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, tindak pidana hanya

3 Loebby Logman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum
Pidana, Jakarta, halaman 13. (tanpa tahun dan tanpa penerbit).

 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, halaman 211.

5 Leobby Logman, Tentang Tindak Pidana dan,...,Op.Cit, halaman 1.
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dapat dirumuskan unsurnya saja dan Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya
saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dan bilamana tindak pidana tidak
menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta
unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Mempidanakan seseorang atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya harus benar-benar dibuktikan melalui penjeratan unsur-unsur atau
elemen pidana yang telah dirumuskan dalam setiap pasal-pasal dalam perundang-
undangan.

Unsur-unsur pidana secara teori hukum pidana menurut Van Hamel
terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan subjektif,’® artinya bahwa
unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana di
mana berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan yang harus dilakukan
pelaku sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku
tindak pidana.

Unsur-unsur objektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjodikoro adalah
sebagai berikut:”’

a. Adanya subjek tindak pidana di mana berkaitan dengan seseorang

manusia dan perkumpulan orang-orang sebagai badan hukum.

b. Adanya perbuatan pidana atau kelakuan manusia secara jasmani yang

diancam pidana oleh Undang-Undang. Perbuatan tersebut dibagi

menjadi dua bagian yaitu bersifat positif atau aktif (berbuat sesuatu) dan

6 Meoljatno, Asas-Asas Hukum,...,Op.Cit, halaman 58.
" Wirjono Prodjokodikoro, Asas-Asas Hukum,...,Op.Cit, halaman 55-60.
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bersifat negatif atau pasif (perbuatan wajib dilakukan akan tetapi tidak
dilakukan).

c. Adanya hubungan sebab musabab artinya harus ada suatu akibat tertentu
dari pelaku pidana berupa kerugian atas kepentingan orang lain dimana
menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab antara pelaku dan
kerugian tersebut (sebab diikuti oleh akibat).

d. Adanya sifat melawan hukum (onrechtmatigheid) dari tindak pidana
yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana.

Unsur Subjektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjodikoro adalah
sebagai berikut:"® Adanya kesalahan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan
jiwa atau batin perbuatan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak
ada unsur penghapus pidana). Secara teori kesalahan terdapat dua jenis di
antaranya: (1) kesengajaan, melakukan sesuatu dengan sengaja (opzet) yang
memiliki kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als
oogmerk) di mana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat (teori
kehendak atau wilstheorie) dan hanya membayangkan atau digambarkan akan
terjadi namun sebelumnya mulai membayangkan yang terang bahwa akibat yang
bersangkutan akan tercapai. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij
zekerheids-bewustzijn) dijelaskan bahwa perbuatan tidak bertujuan untuk
mencapai akibat tetapi mengetahui akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut;
Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn),

dijelaskan bahwa kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangkan

8 |bid, halaman 60-70.
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suatu kepastian akan terjadi akibat melainkan hanya dibayangkan suatu
kemungkinan akan terjadi. (2) Kurang hati-hati (culpa) sehingga tidak disengaja
terjadi.

2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Kaitannya dengan
kesalahan, maka hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana
tanpa kesalahan yang merupakan asas yang fundamental. Dalam kalimat latin”
actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make a person quitly unless
the mind is guilty). Sebab, asas ini telah begitu meresap dan menggema dihampir
semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas tiada pidana
tanpa kesalahan tidak boleh dibalik tiada kesalahan tanpa pidana. Dengan
demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas karena
kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.’

Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam-macam
pendapat. Sudarto dalam bukunya Hukum dan Perkembangan Masyarakat,
mencatat bahwa terdapat setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud
dengan kesalahan di antaranya:

a. Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk

adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.

b. Simons, kesalahan adalah pengertian yang social ethisch. Sebagai dasar

untuk pertanggung jawab dalam hukum pidana berupa keadaan

psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan

 B. I. T. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan
Perawatan), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, halaman 62-63.
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dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicela
kepada si pembuat.

c. Van Hammel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian
psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan
terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah
pertanggung jawab dalam hukum.

d. Pompe, kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan
kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yaitu
menurut  akibatnya artinyga hal yang dapat dicelakakan
(verwijtebaarheid) dan menurut hakikatnya artinya hal dapat
dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan melawan hukum.®

2.1.3. Asas Ultimum Remedium

Asas ini menekankan bahwa sanksi pidana hanya digunakan jika sanksi
lain (administratif atau perdata) tidak efektif. Namun, penerapannya seringkali
bertentangan dengan asas legalitas, yang menuntut penegakan hukum secara tegas
terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan Yyang
beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan
sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-

masing. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan

8 Soedarto, Hukum dan perkembangan,...,Op.Cit, halaman 88-89.
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kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala kepentingannya
terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk
mencapainya yang mengakibatkan timbulnya anggota masyarakat. Akibat
bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus
dihindari. Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya
maksud daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan perbagai hubungan
tertentu di dalam masyarakat Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur
berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Hal ini
sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat* 8!

Selanjutnya menurut Apeldoorn mengatakan bahwa: “Tujuan hukum
adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil”®?
Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan
ketentraman, ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum,
sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam
kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan
supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi

bagiannya.

81 1hid, halaman 56.
82 1hid, halaman 59.
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Hukum membawa manusia kearah suasana yang diliputi dengan keadilan
dan ketenangan dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan manusia lainnya.
Hukum berusaha menyelaraskan kepentingan-kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat sebisa mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan
tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.
2.1.4. Kerangka Hukum

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan: Mengatur aspek peternakan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan,
dengan sanksi pidana pada pasal-pasal tertentu, misalnya Pasal 58 ayat (4) tentang
Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal bagi produk Hewan yang dipersyaratkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan: Memperbaharui beberapa ketentuan, termasuk penguatan otoritas
veteriner dan pengaturan pemasukan ternak. Pasal 36E ayat (1) dinyatakan
inkonstitusional oleh MK kecuali dimaknai sesuai putusan.

Putusan MK: Putusan Nomor 129/PUU-XI11/2015 dan pengujian pasal-
pasal lain (Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan (4), Pasal 68 ayat (4))
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan UUD 1945, yang mempengaruhi
penerapan sanksi pidana.

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat.
Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum
mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
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Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
3) Sebagai sarana penggerak pembangunan.

4) Sebagai fungsi kritis.&

Hubungan antara tujuan hukum dan tugas hukum adalah pemberian
kepastian hukum tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum
tertuju kepada ketentraman atau ketenangan, artinya kehidupan bersama dapat
tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia akan tenang jika
dapat menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Taneko fungsi itu
meliputi:3*

1) Pengawasan/pengendalian sosial (social control).
2) Penyelesaian sengketa (disputc settlement).
3) Rekayasa sosial (social engeneering, resdistribitive, atau inovation).

Berkaitan dengan ketiga fungsi di atas Taneko menjelaskan bahwa hukum
sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna secara esensial bahwa sistem

hukum mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar dan setiap warga

8 Jimly Ashidiggie dan M Ali Syafa’at, 2006, Teori Kelsen Tentang Hukum, Sekertariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, halaman 53.
8 bid, halaman 36.
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masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap
masyarakat mempunyai tolak ukur tentang perilaku yang baik dan buruk.®®

Semua mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku
yang baik dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. Adanya
pengendalian sosial di dalam masyarakat bertujuan untuk mendidik, mengajak
atau bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum.
Pada pengendalian sosial, lembaga-lembaga hukum merupakan mesin yang
penting. Dalam hal ini, lembaga hukum menerapkan peraturan hukum melalui
cara-cara tertentu.

Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, dalam hal ini masyarakat
menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta pemecahan
perselisinan yang terjadi di masyarakat. Sarana untuk menyelesaikan sengketa
yang ada di masyarakat biasanya melalui lembaga formal seperti pengadilan,
namun tidak semua sengketa selalu dapat diselesaikan oleh lembaga formal
tersebut, tetapi melalui lembaga informal yang ada.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial inovasi dan sosial engineering,
menurut Raharjo bahwa hukum tidak saja digunakan untuk mengukurkan pola-
pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga

untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan-

8 Soleman B. Taneko, 2013, Pokok Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, halaman 37-38.
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kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru
dan sebagainya”.8

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum itu mempunyai
tiga fungsi, yaitu:%’

1) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, sebagaimana mereka
harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam
masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.

2) Untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

3) Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk
mengadakan pengendalian sosial (social control).

Fungsi hukum yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa fungsi hukum itu meliputi:

1) Memberikan pedoman pada warga masyarakat dalam berperilaku.

2) Pengawasan sosial (social control).

3) Penyelesaian sengketa (dispute settlement).

4) Rekayasa sosial (social engeneering).

2.1.5. Kesadaran Hukum Masyarakat
Kesadaran hukum adalah suatu proses penilaian terhadap hukum yang
berlaku atau hukum vyang dikehendaki ada. Setiap manusia yang normal

mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran tersebut, yakni

8 Satjipto Raharjo,...,Op.Cit, halaman 54.
87 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali, Jakarta, halaman 152.
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ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tolak ukur untuk taraf-taraf kesadaran hukum
adalah mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap
hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi
apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian
maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang
menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan
hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-
faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut:

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.

2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.

3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok.

4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.

5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai
keterkaitan dan ketentraman.®

Selanjutnya Djahiri mengemukakan faktor-faktor seseorang mematuhi
hukum meliputi:®

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (Authority).

8 |bid, halaman 30.
8 A. K. Dijahiri, 2005, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games
Terhadap VCT, Jurusan PMPKn FPIPs IKIP Bandung, halaman 25.
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2. Patuh karena ingin dipuji (Good Boy-Nice Girl).

3. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (contract legality).

4. Taat atas sadar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (Law and order
oriented).

5. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya.

6. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal.

Dari uraian di atas kiranya nampak pertautan antara tingkat kepatuhan
dengan motivasi/dasar kesadaran, dan karena masalah ini adalah masalah
kejiwaan, maka hal ini berlaku kepatuhan ataupun kesadaran hampir tidak pernah
ajeg abadi, terus-menerus, dia memiliki grafik naik turun tergantung pada keadaan
atau stimulus serta kondisi mental dan fisik yang bersangkutan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada beberapa
faktor penting yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Soekanto
menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat
dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, yaitu sebagai berikut:*°
a. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan

akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau
sanksi yang mungkin dikenakan jika seseorang melanggar hukum.
b. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena

nilai intrinstiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta

% Soerjono Soekanto, 2000, Polisi Dan Masyarakat, Anidar Maju, Bandung, halaman 17.
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ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan
kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum dikarenakan
secara intrinstik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut
adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh
karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.

d. Kepentingan-kepentingan para waga masyarakat terjamin oleh wadah hukum
yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kesadaran hukum masyarakat dapat berdiri sendiri-sendiri atau dapat pula
merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas.
Jadi kesadaran hukum masyarakat dapat dikarenakan takut sanksi yang akan
diterima bila melanggar hukum. Atau kesadaran hukum masyarakat dapat
dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan masyarakat yang terjamin oleh
hukum, bahkan kesadaran hukum masyarakat dapat dikarenakan masyarakat atau
anggota masyarakat merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang
ada dalam dirinya.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat
selain beberapa faktor diatas menurut penulis adalah faktor masyarakat, yaitu
bagaimana masyarakat memahami fungsi hukum dan mampu berpartisipasi dalam

usaha penegakan hukum dengan sasaran terwujudnya kesadaran hukum.
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Berdasarkan uraian-uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kesadaran hukum masyarakat, salah satunya adalah faktor penegak hukum dalam
hal ini yaitu di sektor peternakan.

2.2. Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Indonesia

Sanksi pidana di indonesia mencakup pidana pokok (penjara, denda) dan
pidana tambahan (perampasan aset, pencabutan hak). Dalam konteks Undang-
Undang Peternakan, sanksi pidana diarahkan untuk mencegah praktik yang
merusak keberlanjutan peternakan, seperti penyembelihan ternak produktif.

2.3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengatur aspek peternakan dan
kesehatan hewan, termasuk perlindungan ternak dan pengendalian penyakit
hewan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan
hewan memperbaharui beberapa ketentuan, termasuk memperkuat sanksi pidana
untuk pelanggaran tertentu, seperti perdagangan hewan yang tidak memenuhi
standar kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, mencakup berbagai ketentuan yang
mengatur peternakan dan kesehatan hewan. Salah satu bagian penting adalah
“Ketentuan Pidana”, yang menunjukkan bahwa Undang-Undang ini menetapkan

sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu. Meskipun teks lengkap Undang-Undang
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tidak tersedia dalam analisis ini, berdasarkan struktur umum Undang-Undang
serupa di Indonesia.
2.4. Tinjauan Hukum Peternakan dan Kesehatan Hewan
Hukum peternakan bertujuan menjaga ketahanan pangan dan

keberlanjutan sektor peternakan. Penerapan Sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dirancang untuk
mendukung tujuan tersebut, tetapi harus seimbang dengan asas Ultimum
Remedium untuk menghindari penegakan hukum yang berlebihan, sanksi pidana
kemungkinan mencakup pelanggaran seperti:
1. Perdagangan ilegal atau penyeludupan hewan.

Melanggar ketentuan impor/ekspor atau perdagangan hewan tanpa izin.
2. Pelanggaran standar kesehatan hewan.

Misalnya, tidak mematuhi aturan karantina atau pengendalian penyakit hewan.
3. Distribusi produk hewani yang tidak aman.

Membahayakan kesehatan masyarakat melalui produk hewani yang

terkontaminasi.
4. Penganiayaan atau pengabaian hewan.

Terkait dengan aspek kesejahteraan hewan yang semakin mendapat perhatian

dalam legalisasi modern.
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2.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di
perpustakaan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan
universitas lain yang ada di Indonesia belum ada penelitian sebelumnya yang
berjudul “Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten
Deli Serdang)”.

1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu
Untuk memastikan keaslian, penelitian ini membandingkan dirinya dengan
beberapa studi terdahulu yang relevan dalam bidang hukum pidana dan
peternakan:
a. Penelitian oleh Sari, L. (2018), "Analisis Hukum Pidana terhadap
Pelanggaran Kesejahteraan Hewan dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009" (Jurnal Hukum Universitas Indonesia).
Penelitian ini menganalisis ketentuan pidana dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 secara normatif, dengan fokus pada
penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c. Studi ini
tidak mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang
memperbarui regulasi dengan sanksi lebih tegas, seperti Pasal 91B
(pidana penjara hingga 5 tahun untuk penyalahgunaan hewan yang
menyebabkan kematian). Selain itu, penelitian Sari bersifat normatif
murni tanpa studi empiris di daerah tertentu, sehingga tidak
menggambarkan dinamika implementasi di lapangan. Penelitian ini
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berbeda karena mengintegrasikan analisis Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 dengan data empiris dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli
Serdang, termasuk statistik kasus pelanggaran (misalnya: 120-150 kasus
pada 2020-2025) dan kendala operasional seperti anggaran terbatas
(Rp. 3 miliar pada 2025).

b. Penelitian oleh Pratama, A. (2020), "Penegakan Hukum Kesejahteraan
Hewan di Indonesia: Studi Komparatif dengan Standar Internasional”
(Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia). Studi ini membandingkan
regulasi kesejahteraan hewan di Indonesia dengan standar internasional
seperti Five Freedoms dari World Organisation for Animal Health
(WOAH). Namun, fokusnya lebih pada aspek normatif dan tidak
spesifik pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, melainkan pada
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 302.
Penelitian ini juga tidak mengkaji implementasi di tingkat daerah atau
lembaga tertentu. Penelitian ini orisinal karena mengeksplorasi
implementasi sanksi pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 di
Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, dengan data lapangan seperti
tingkat penindakan pidana yang rendah (hanya 15-20% kasus diproses
secara pidana pada 2024) dan rekomendasi berbasis teknologi seperti
aplikasi pelaporan pelanggaran.

c. Penelitian oleh Nugroho, B. (2022), "Pengawasan Peternakan di
Sumatera Utara: Studi di Dinas Peternakan Provinsi" (Jurnal

Administrasi Publik USU).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

76

Penelitian ini membahas pengawasan peternakan di tingkat provinsi
Sumatera Utara, dengan fokus pada aspek administrasi seperti
penerbitan izin usaha peternakan (IUP). Namun, studi ini tidak
menganalisis aspek pidana atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014, melainkan lebih pada kebijakan administratif dan koordinasi
antar-instansi. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada sanksi
pidana dan implementasinya di tingkat kabupaten, khususnya Dinas
Pertanian Kabupaten Deli Serdang, dengan pendekatan yuridis normatif
empiris yang mengintegrasikan teori penegakan hukum Lawrence M.
Friedman (struktur, substansi, budaya hukum) untuk menganalisis
kendala seperti ambiguitas definisi “penganiayaan hewan" dan
koordinasi lemah dengan kepolisian.

Keaslian penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang belum banyak dianalisis secara mendalam
dalam literatur hukum Indonesia, serta pendekatan empirisnya yang berbasis pada
data lapangan dari Kabupaten Deli Serdang, sebuah wilayah strategis dengan
kontribusi peternakan tinggi (15-20% PDB daerah pada 2025).

2. Research Gap yang Diisi

Penelitian ini mengisi beberapa celah penelitian yang belum tersentuh oleh
studi-studi terdahulu:

a. Minimnya Kajian tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Banyak penelitian masih berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tanpa memperhatikan perubahan signifikan dalam Undang-Undang
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Nomor 41 Tahun 2014, seperti penambahan Pasal 91B yang mempertegas
sanksi pidana untuk penyalahgunaan hewan. Penelitian ini menganalisis
pasal-pasal pidana secara komprehensif, termasuk unsur delik, prinsip
legalitas, dan proporsionalitas, dengan perbandingan terhadap KUHP Pasal
302 dan regulasi internasional seperti WOAH.

b. Kurangnya Studi Empiris di Tingkat Kabupaten. Sebagian besar penelitian
tentang peternakan bersifat normatif atau berfokus pada tingkat
nasional/provinsi. Penelitian ini unik karena mengkaji implementasi di
Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, dengan data empiris seperti
jumlah kasus pelanggaran (150 kasus pada 2024, 20% ditindak pidana)
dan kendala operasional (anggaran pengawasan terbatas).

c. Integrasi Hukum dan Teknologi. Penelitian ini menawarkan rekomendasi
inovatif seperti penggunaan legal tech (misalnya, aplikasi pelaporan
pelanggaran berbasis Al) untuk mendukung penegakan hukum, yang
jarang dibahas dalam literatur hukum pidana sektoral.

d. Konteks Lokal Deli Serdang. Sebagai pusat agribisnis dengan tantangan
spesifik seperti peternakan di pemukiman penduduk (melanggar Pasal
66A), penelitian ini memberikan wawasan kontekstual yang relevan untuk
daerah lain di Indonesia dengan karakteristik serupa.

3. Pendekatan Unik Penelitian
Keaslian penelitian ini juga terletak pada pendekatan berikut:
a. Pendekatan Yuridis Normatif-Empiris. Menggabungkan analisis teks

hukum (normatif) dengan data lapangan (empiris) dari Dinas Pertanian
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Kabupaten Deli Serdang, termasuk wawancara dengan pejabat dinas
dan observasi kasus pelanggaran seperti pengoperasian peternakan
tanpa karantina. Pendekatan ini memungkinkan analisis holistik tentang
kesenjangan antara norma dan praktik.

b. Fokus pada Efektivitas Sanksi Pidana. Berbeda dengan penelitian lain
yang hanya mengkaji substansi hukum, penelitian ini mengevaluasi
efektivitas sanksi pidana (misalnya, apakah denda Rp. 500 juta pada
Pasal 91B memberikan efek jera) melalui data empiris seperti tingkat
kepatuhan peternak (hanya 60% peternak memiliki IUP pada 2025).

c. Relevansi dengan Kebijakan 2025. Penelitian ini kontekstual dengan
kebutuhan nasional pada 2025, seperti Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan ketahanan pangan dan
modernisasi peternakan, serta SDGs Nomor 2 (Zero Hunger) dan
Nomor 15 (Life on Land).

d. Rekomendasi Konkret. Penelitian ini menawarkan solusi praktis seperti
amandemen Undang-Undang  untuk  memperjelas  definisi
"penganiayaan hewan", integrasi teknologi digital, dan pelatihan antar-
instansi, yang belum banyak diusulkan dalam studi sebelumnya.

4. Kontribusi Orisinal
Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal sebagai berikut:
a. Pengembangan Konsep Hukum Pidana Sektoral. Menyediakan analisis

mendalam tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41
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Tahun 2014, yang dapat menjadi model untuk regulasi sektoral lain
seperti perikanan atau kehutanan.

b. Data Empiris Lokal. Menyediakan dataset baru dari Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang, seperti statistik pelanggaran dan kendala
anggaran, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan atau
kebijakan daerah.

c. Solusi Berbasis Teknologi dan Koordinasi. Mengusulkan pendekatan
modern seperti legal tech dan protokol koordinasi antar-lembaga (dinas,
polisi, kejaksaan), yang relevan untuk era digitalisasi 2025.

d. Dampak pada Kesejahteraan Hewan dan Ketahanan Pangan.
Mengaitkan penegakan hukum pidana dengan isu strategis seperti
pencegahan zoonosis (misalnya: African Swine Fever) dan peningkatan
produksi daging lokal (1.220 ekor sapi untuk Idul Fitri 2025), yang
relevan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memastikan keaslian melalui pendekatan
yang berbeda, fokus yang spesifik, dan kontribusi yang belum dijelajahi oleh
penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dan
praktis yang signifikan, khususnya dalam mendukung reformasi hukum
peternakan di Indonesia.

2.6. Kerangka Teori dan Konsep
2.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan konseptual dari teori atau

dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dan menganalisis dari permasalahan
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yang dihadapi dalam penelitian secara sistematis. Dalam sebuah tulisan ilmiah
kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori
tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang
sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau
dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat
penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat
pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu
masalah akan disoroti.%

Kerangka teori ini difokuskan pada teori hukum pidana, teori penegakan
hukum, serta konsep-konsep terkait peternakan dan kesehatan hewan. Pendekatan
yuridis normatif-empiris yang diadopsi dalam penelitian ini memerlukan integrasi
antara norma hukum (seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014) dengan praktik empiris di lapangan, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Kerangka teori ini dibangun berdasarkan literatur hukum klasik dan
kontemporer, termasuk teori dari pakar seperti Lawrence M. Friedman untuk
penegakan hukum, serta prinsip-prinsip hukum pidana dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
yang mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026, tetapi prinsipnya relevan sebagai
acuan transisi). Selain itu, konsep kesejahteraan hewan diintegrasikan dengan
standar internasional seperti dari World Organisation for Animal Health (WOAH)
untuk memperkaya analisis. Pada tahun 2025, di mana sektor peternakan

menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pandemi zoonosis, kerangka

%1 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, 2005,
Yogyakarta, halaman 39.
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ini relevan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam ketahanan pangan. Kerangka
teori ini dirancang untuk mendukung perumusan masalah dan tujuan penelitian,

dengan fokus pada identifikasi gap antara teori dan praktik.
a. Pengertian Hukum Pidana dan Sanksi Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang mengatur tindakan-
tindakan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana untuk
melindungi kepentingan umum. Menurut Sudarto (1983) dalam bukunya "Hukum
Pidana 1", hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan
tindakan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta menentukan pidana
apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Dalam konteks Indonesia, hukum
pidana diatur dalam KUHP (yang akan digantikan oleh KUHP baru pada 2026)
dan Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
Sanksi pidana, sebagai bagian integral dari hukum pidana, bertujuan untuk
memberikan efek jera (deterrent), restoratif, dan retributif. Sanksi ini meliputi
pidana pokok (penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan (penyitaan,
pencabutan hak), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.%

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sanksi pidana diterapkan
secara spesifik untuk pelanggaran di sektor peternakan, seperti Pasal 66 ayat (2)
huruf ¢ yang mensanksi penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 3
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pengertian ini relevan untuk analisis yuridis normatif, di mana sanksi pidana

%2 Sudarto, Hukum Pidana | Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, 2018, Semarang, halaman 30.
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dilihat sebagai instrumen negara untuk melindungi kesejahteraan hewan dan
keamanan pangan. Secara teoritis, hukum pidana sektoral seperti ini mengadopsi
pendekatan Ultimum Remedium, yaitu sanksi pidana sebagai upaya terakhir
setelah sanksi administratif gagal.®®> Dalam penelitian ini, pengertian ini digunakan
untuk mengkaji apakah sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
proporsional dengan dampak pelanggaran, seperti penyebaran penyakit zoonosis
yang dapat mempengaruhi kesehatan publik nasional.
b. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang Relevan

Prinsip-prinsip hukum pidana menjadi dasar untuk menilai keabsahan
sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Prinsip utama
meliputi:

1. Prinsip Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege): Sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada tindakan yang dapat dipidana
kecuali berdasarkan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, prinsip ini tercermin
dalam rumusan pasal yang jelas, seperti Pasal 91B yang secara eksplisit
melarang penyalahgunaan hewan dengan ancaman pidana penjara
hingga 5 tahun. Namun, ambiguitas dalam definisi "penganiayaan
hewan" dapat menjadi kendala, yang menekankan kebutuhan rumusan

yang presisi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.®*

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, 2006,
Bandung, halaman 8.

% Muladi, Kapita Selekta Sistem hukum Peradilan Pidana, Badan Penerbit, Universitas
Diponegoro, Semarang, halaman 46.
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2. Prinsip Proporsionalitas: Sanksi pidana harus seimbang dengan
beratnya pelanggaran. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham
(1789) dalam "An Introduction to the Principles of Morals and
Legislation”, yang menekankan utilitas sanksi untuk mencegah
kejahatan tanpa berlebihan. Dalam konteks penelitian, sanksi denda
hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Pasal 91B
dianalisis apakah proporsional dengan dampak ekonomi pelanggaran di
Kabupaten Deli Serdang, di mana peternak skala kecil mendominasi.

3. Prinsip Ultimum Remedium dan Restoratif Justice: Hukum pidana
sebagai upaya terakhir, dengan preferensi pada penyelesaian restoratif.
KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkuat ini
melalui Pasal 51-54, yang memungkinkan mediasi untuk pelanggaran
ringan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, prinsip ini
relevan untuk kasus penganiayaan hewan, di mana restoratif justice
dapat melibatkan kompensasi bagi hewan atau pemilik, sebagaimana
diusulkan oleh John Braithwaite (1989) dalam "Crime, Shame and
Reintegration". Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai lensa analisis
untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana di Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang, di mana data empiris menunjukkan rendahnya
penindakan pidana (hanya 15-20% kasus pada 2024-2025).

c. Teori Penegakan Hukum
Midle theory dengan teori penegakan hukum untuk memperkuat teori

utama. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau
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berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga
mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.
Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna
(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan
adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.*®

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu
adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa
menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini
memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan
pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan
tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-
peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama,
akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam
masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, Kketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.*®

% Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, halaman 12.

% Mardjono Reksodiputro, 2004, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum
Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, halaman 76.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

85

Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor,
diantaranya adalah sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum menurut Lawrence M.
Friedman merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem substansi hukum,
struktur hukum, Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di
Indonesia dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan norma, dan pola
perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya
sebatas pada persoalan hukum tertulis law books saja, tetapi juga termasuk living
law atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Struktur hukum atau legal structure yang merupakan institusionalisasi ke
dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama,
pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta
integrated justice system. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum
memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan
kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau legal culture adalah
sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.®” Ketiga subsistem
hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh
masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum.
Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan
dihadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan

penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang

% Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law,
Common Law, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 11-12.
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melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan
yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan
akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama
melakukan pelanggaran hukum. Untuk memperbaiki penegakan hukum di
Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum (substansi hukum, struktur
hukum, dan budaya hukum) harus diperbaiki.

Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam
subsistem hukum. Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi
hukum. Substansi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan
politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha. Sejarah Indonesia menunjukan
bahwa buruknya substansi hukum di Indonesia disebabkan oleh sistem politik
yang tidak demokratis. ltulah sebabnya, langkah penting yang ditempuh adalah
mengubah struktur politik menuju ke arah yang lebih demokratis, dengan alasan
bahwa tidak mungkin ditegakkan hukum di dalam sistem politik yang tidak
demokratis.

Studi-studi tentang hubungan hukum dan politik menunjukkan bahwa
sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan hukum responsif dan
mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang
nondemokratis hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam
pembuatannya maupun dalam penegakannya.®

Hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan

hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi

% Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 178.
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publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum responsif
mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi
mencapai keadilan dan emansipasi politik.*

Perkembangan hukum berikutnya tidak hanya dipengaruhi oleh
kepentingan politik, tetapi dipengaruhi pula oleh kepentingan dunia usaha. Hal ini
dapat dilihat dalam kenyataannya yang berkembang saat sekarang ini, mereka
yang menguasai ekonomi dapat membeli hukum. Bahkan perbuatan melawan
hukum, terutama kasus korupsi saat sekarang ini tidak dimulai dari birokrasi
pemerintahan, tetapi justru bermula dari korporasi. Oleh karena itu, pembentukan
hukum harus terhindar dari kepentingan politik dan kepentingan dunia usaha.
Pembentukan hukum harus benar-benar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,
memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat, bukan untuk
kepentingan politik kelompok tertentu, apalagi kepentingan ekonomi atau
kepentingan dunia usaha. Pembaharuan substansi hukum yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum.

Substansi hukum yang responsif dapat dicapai dengan adanya keterlibatan
atau partisipasi masyarakat. Meskipun demokrasi di Indonesia dijalankan dengan
sistem perwakilan, akan tetapi kita tidak dapat menyandarkan sepenuhnya pada
wakil rakyat dalam pembentukan hukum. Masyarakat, terutama masyarakat yang
terdampak langsung akibat dibentuknya sebuah aturan hukum harus diberikan

kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Hukum yang dibentuk dengan

% Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 205.
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adanya partisipasi masyarakat akan dapat berlaku efektif baik secara sosiologis
maupun secara filosofis.

Hukum itu akan dapat diterima dan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan
kesejahteraan. Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya
memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya.
Permasalahan yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia
bukan hanya sematamata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang
tidak responsif saja, akan tetapi juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya.

Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama
adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan
mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dalam memahami dan
menjalankan aturan harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya aparat penegak
hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-Undang, akan tetapi dapat
mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Faktor-faktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses
penegakan hukum adalah polisi, jaksa, advokad atau pengacara, dan juga hakim.
Para penegak hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai orang
pribadi dan sebagai institusi. Para penegak hukum sebagai orang atau unsur
manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam
pengertian ini persoalan penegakan hukum sangat tergantung pada aktor, pelaku,

pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dapat pula dilihat
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sebagai suatu institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya
sendiri-sendiri. Dalam hal ini kita melihat penegakan hukum dari sudut
kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasikan secara
rasional dan impersonal. Akan tetapi, kedua sisi penegak hukum tersebut perlu
dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain
serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan
hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.'

Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara juga tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh sistem nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, penegak
hukum harus dapat menghindarkan diri dari kepentingan pribadi dan hawa
nafsunya, serta mempunyai kepekaan moral dan hati nurani dalam menyelesaikan
suatu perkara.

Teori penegakan hukum menjadi kerangka utama untuk menganalisis
implementasi sanksi pidana di tingkat daerah. Teori Lawrence M. Friedman
(1969) dalam "The Legal System: A Social Science Perspective” membagi
penegakan hukum menjadi tiga komponen:%

1. Struktur Hukum (legal structure): Meliputi lembaga dan prosedur,

seperti peran Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebagai
pengawas utama berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014, serta koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kendala

100 Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, halaman 386.

101 _awrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel
Sage Foundation, New York, halaman 16.
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struktural seperti keterbatasan sumber daya (anggaran Rp. 3-5 miliar
pada 2025) dapat menghambat penindakan.

2. Substansi Hukum (legal substance): Isi norma, seperti ketentuan sanksi
pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang tumpang
tindih dengan KUHP Pasal 302 (sanksi ringan untuk penganiayaan
hewan). Teori ini membantu mengidentifikasi apakah substansi cukup
deterrent untuk mencegah pelanggaran seperti penjualan hewan
berpenyakit.

3. Budaya Hukum (legal culture): Sikap masyarakat terhadap hukum,
termasuk kesadaran peternak di Kabupaten Deli Serdang terhadap
regulasi. Rendahnya budaya hukum dapat menyebabkan pelanggaran
berulang, sebagaimana dijelaskan Lawrence M. Friedman bahwa
budaya hukum mempengaruhi kepatuhan. Teori ini dilengkapi dengan
teori Soerjono Soekanto (1983) dalam "Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum", yang menambahkan faktor seperti
hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat,
dan kebudayaan.®> Dalam penelitian ini, teori ini diaplikasikan secara
empiris untuk studi kasus di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang,
di mana koordinasi lemah menjadi kendala utama.

d. Konsep Peternakan dan Kesehatan Hewan
Konsep peternakan dan kesehatan hewan didefinisikan sebagai kegiatan

pengelolaan ternak untuk produksi pangan hewani yang aman, sehat, dan

102 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Depok, halaman 8.
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berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1),
peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih,
bibit, bakalan, pakan, alat, mesin peternakan, budi daya, panen, pasca panen,
pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan. Kesehatan hewan mencakup
pencegahan penyakit, karantina, dan kesejahteraan hewan, dengan prinsip Five
Freedoms dari Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1992). bebas dari
kelaparan, ketidaknyamanan, rasa sakit, ekspresi perilaku normal, dan ketakutan.

Secara internasional, WOAH (sebelumnya OIE) menetapkan standar untuk
kesejahteraan hewan dalam "Terrestrial Animal Health Code" (edisi 2024), yang
menekankan pencegahan zoonosis seperti avian influenza. Di Indonesia, konsep
ini terintegrasi dengan ketahanan pangan nasional, di mana sektor peternakan
berkontribusi 81% protein hewani (data Kementerian Pertanian 2025). Dalam
konteks Kabupaten Deli Serdang, konsep ini relevan karena wilayah ini memiliki
populasi ternak tinggi (60.000 ekor sapi pada 2025), tetapi sering menghadapi
pelanggaran seperti peternakan tanpa karantina, yang berisiko memicu wabah.
Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana mendukung
prinsip precautionary (pencegahan) dalam hukum lingkungan.
e. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual mengintegrasikan teori-teori di atas menjadi model
analisis. Variabel independen: ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 (normatif). Variabel dependen: implementasi di Dinas

Pertanian Kabupaten Deli Serdang (empiris). Variabel intervening: kendala
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yuridis (ambiguitas pasal) dan non-yuridis (budaya hukum, sumber daya). Model

ini digambarkan sebagai berikut:

Komponen Deskripsi Indikator
Struktur Lembaga penegak (Dinas | Koordinasi, Anggaran (Rp. 3-5
Hukum Pertanian, Polisi) miliar/tahun)
Substansi Ketentuan Pidana (Pasal | Proporsionalitas Sanksi, Legalitas
Hukum 66A, 91B)
Budaya Kesadaran Masyarakat Tingkat Kepatuhan Peternak (60%
Hukum memiliki IUP)
Output Efektivitas Penegakan Pengurangan Pelanggaran (target

20-30% pada 2025)

Kerangka ini mendukung analisis holistik, dengan rekomendasi seperti
amandemen Undang-Undang untuk memperjelas definisi dan integrasi teknologi
(legal tech) untuk pengawasan. Dengan demikian, kerangka teori ini memastikan
penelitian berkontribusi pada pengembangan hukum pidana sektoral di Indonesia.

2.6.2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas
persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat
menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh
karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan
bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis
beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa,

suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan
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atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau
individu tertentu,193

Kerangka konsep dalam tesis ini merupakan model konseptual yang
mengintegrasikan variabel-variabel utama untuk menganalisis masalah penelitian
secara logis dan sistematis. Kerangka konsep ini dibangun atas dasar teori hukum
pidana, teori penegakan hukum, dan konsep peternakan serta kesehatan hewan.
Pendekatan yuridis normatif-empiris yang digunakan memerlukan pemetaan
hubungan antara norma hukum (ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014) dengan praktik empiris di lapangan, khususnya di
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kerangka konsep ini dikembangkan berdasarkan literatur hukum seperti
teori Lawrence M. Friedman (1975) tentang penegakan hukum, prinsip-prinsip
hukum pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta standar internasional dari World
Organisation for Animal Health (WOAH). Pada tahun 2025, dengan data terkini
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, sektor peternakan di
Kabupaten Deli Serdang menunjukkan populasi ternak yang signifikan, seperti
sapi sekitar 98.340 ekor (data sementara 2024 dari BPS, diproyeksikan stabil pada
2025), ayam potong hingga 142.395 ekor, dan kambing/domba sekitar 21.045
ekor, yang menekankan urgensi penegakan regulasi untuk mencegah pelanggaran
seperti penyebaran penyakit zoonosis. Kerangka ini bertujuan untuk

mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel, sehingga mendukung analisis

18 Burhan Ashshofa, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,
halaman 19.
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gap antara norma dan implementasi, serta memberikan dasar untuk rekomendasi
reformasi. Kerangka konsep dirancang untuk membatasi ruang lingkup penelitian
pada aspek yuridis pidana, dengan fokus pada studi kasus di Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang sebagai ujung tombak penegakan di tingkat daerah.
a. Pengertian Konsep Utama

Kerangka konsep dimulai dengan definisi konsep-konsep kunci yang
menjadi variabel dalam penelitian. Definisi ini bersumber dari Undang-Undang,
teori, dan data empiris terkini.

1. Sanksi Pidana dalam Hukum Peternakan: Sanksi pidana didefinisikan
sebagai hukuman yang dijatuhkan negara terhadap pelanggaran yang
diatur dalam Undang-Undang khusus, bertujuan untuk efek jera dan
perlindungan kepentingan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009),
sanksi pidana mencakup pidana penjara, kurungan, dan denda, seperti
Pasal 66 ayat (2) huruf ¢ yang mensanksi penganiayaan hewan dengan
pidana penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah); Pasal 66A untuk pelanggaran karantina dengan
sanksi serupa; Pasal 91 untuk penjualan hewan berpenyakit dengan
pidana hingga 5 tahun; dan Pasal 91B untuk penyalahgunaan hewan
yang menyebabkan kematian dengan denda hingga Rp. 500.000.000
(lima ratus juta rupiah). Konsep ini mengadopsi prinsip Ultimum
Remedium (sanksi pidana sebagai upaya terakhir) dari Barda Nawawi

Arief (1998), di mana sanksi pidana hanya diterapkan jika sanksi
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administratif gagal. Pada 2025, konsep ini relevan karena data BPS
menunjukkan peningkatan produksi daging di Kabupaten Deli Serdang
(misalnya, daging sapi sekitar 56.052 kg pada 2024, diproyeksikan naik
5-10% pada 2025), yang memerlukan sanksi tegas untuk mencegah
eksploitasi ilegal.

2. Implementasi Penegakan Hukum: Implementasi didefinisikan sebagai
proses penerapan norma hukum ke dalam praktik, meliputi pengawasan,
penindakan, dan koordinasi antar-lembaga. Berdasarkan teori Soerjono
Soekanto (1983), implementasi dipengaruhi oleh faktor hukum,
penegak, sarana, masyarakat, dan budaya. Di konteks Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang, implementasi mencakup penerbitan izin usaha
peternakan (IUP), pengawasan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan
karantina, serta penanganan pelanggaran. Data empiris 2025
menunjukkan tantangan seperti rendahnya tingkat penindakan pidana
(hanya sekitar 15-20% dari 120-150 kasus pelanggaran pada 2024-2025
yang diproses pidana), akibat keterbatasan anggaran (Rp. 3-5 miliar
untuk pengawasan) dan koordinasi dengan kepolisian. Konsep ini juga
mengintegrasikan restoratif justice dari KUHP baru, di mana
pelanggaran ringan dapat diselesaikan melalui mediasi.

3. Kendala Yuridis dan Non-Yuridis: Kendala yuridis merujuk pada
masalah norma hukum, seperti ambiguitas definisi "penganiayaan
hewan" dalam Pasal 66A atau tumpang tindih dengan KUHP Pasal 302

(sanksi ringan hingga 3 bulan). Kendala non-yuridis meliputi faktor
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eksternal seperti kesadaran masyarakat rendah (hanya 60% peternak
memiliki ITUP pada 2025) dan dampak ekonomi pada usaha kecil di Deli
Serdang, di mana sektor peternakan berkontribusi 15-20% PDB daerah.
Konsep ini bersumber dari teori Lawrence M. Friedman (1975), yang
membagi kendala menjadi struktur, substansi, dan budaya hukum. Pada
2025, kendala ini semakin relevan dengan proyeksi peningkatan
populasi ternak (sapi hingga 100.000 ekor) dan risiko wabah seperti
African Swine Fever.

4. Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan: Kesehatan hewan
didefinisikan sebagai kondisi bebas dari penyakit, sementara
kesejahteraan hewan mencakup prinsip Five Freedoms (bebas
kelaparan, ketidaknyamanan, sakit, ekspresi normal, dan ketakutan) dari
FAWC (1992). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1
ayat (4), kesehatan hewan meliputi pencegahan penyakit dan karantina.
Di Kabupaten Deli Serdang, konsep ini terkait dengan produksi daging
(misalnya: daging kambing 44.156 kg pada 2024), yang memerlukan
penegakan untuk mencegah zoonosis. Konsep ini dihubungkan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 2 (Zero Hunger) dan
Nomor 15 (Life on Land).

b. Hubungan Antar Konsep
Kerangka konsep menggambarkan hubungan kausal dan interaksi antar

variabel:
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1. Hubungan Kausal: Sanksi pidana (variabel independen) memengaruhi
implementasi penegakan hukum (variabel dependen) melalui prinsip
legalitas dan proporsionalitas. Namun, kendala yuridis dan non yuridis
(variabel intervening) dapat menghambat hubungan ini, seperti
ambiguitas pasal yang menyebabkan rendahnya penindakan di Dinas
Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

2. Hubungan Interaksi: Implementasi berinteraksi dengan kesehatan
hewan, di mana penegakan efektif meningkatkan kesejahteraan hewan
dan ketahanan pangan. Misalnya, sanksi Pasal 91B dapat mencegah
penganiayaan, yang berdampak pada produksi ternak stabil di Deli
Serdang (proyeksi 2025: peningkatan 5% populasi ayam potong).

3. Hubungan Moderasi: Budaya hukum masyarakat memoderasi
implementasi; kesadaran tinggi dapat memperkuat efek sanksi pidana,
sementara rendahnya kesadaran (seperti di peternakan tradisional)
memperlemahnya. Pada 2025, dengan data BPS, interaksi ini krusial
untuk mencegah pelanggaran berulang.

c. Model Kerangka Konsep

Model kerangka konsep digambarkan sebagai diagram alur sederhana
(dalam bentuk teks) dan tabel untuk kejelasan. Model ini mengadopsi pendekatan
sistemik, di mana input (norma hukum) diproses melalui mekanisme penegakan

untuk menghasilkan output (efektivitas).
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Diagram Alur Kerangka Konsep (Representasi Teks):
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Tabel Kerangka Konsep:
Variabel Deskripsi Indikator Hubungan | Data Empiris
Konsep dengan 2025
Variabel (Kabupaten
Lain DeliSerdang)
Sanksi Pidana | Norma Jenis sanksi | Memengaruhi | Sanksi
(Independen) pidana (penjara/denda), | implementasi; | diterapkan
dalam UU | unsur delik | dihambat pada 15-20%
Nomor 41 | (actus reus/mens | kendala kasus  (120-
Tahun 2014 | rea) 150
(Pasal 66A, kasus/tahun)
91B)
Implementasi Proses Penerbitan IUP, | Dipengaruhi Anggaran
Penegakan Hukum | pengawasan | vaksinasi, sanksi pidana; | pengawasan
(Dependen) & koordinasi memengaruhi | Rp3-5 miliar;
penindakan | dengan polisi kesehatan populasi
oleh Dinas hewan ternak  sapi
Pertanian ~98.340 ekor
Kabupaten
Deli
serdang
Kendala Hambatan Ambiguitas Menghambat | Kesadaran
Yuridis/NonYuridis | norma & | definisi, implementasi | peternak 60%;
(Intervening) eksternal anggaran tumpang
terbatas, tindih dengan
kesadaran KUHP Pasal
masyarakat 302
Kesehatan & | Pencegahan | Five Freedoms, | Dipengaruhi Produksi
Kesejahteraan penyakit & | karantina implementasi; | daging  sapi
Hewan (Outcome) welfare mendukung ~56.052  kg;
output risiko
Zoonosis
rendah  jika
ditegakkan

Kerangka konsep

ini

memungkinkan analisis mendalam, dengan

rekomendasi seperti amandemen Undang-Undang untuk memperjelas pasal dan
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integrasi teknologi digital menjadi teknologi hukum (legal tech) untuk pelaporan
pelanggaran secara waktu nyata (real time). Dengan demikian, kerangka ini tidak
hanya mendukung tujuan penelitian tetapi juga berkontribusi pada reformasi
hukum peternakan di Indonesia, selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan data BPS

terkini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEd%l:cAers%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

101

BAB IlII

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara strategis untuk mendukung analisis yuridis
terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Nomor 41 Tahun 2014), dengan fokus
pada studi kasus di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi
mempertimbangkan relevansi dengan objek penelitian, yaitu penerapan sanksi
pidana seperti Pasal 86 (larangan penyembelihan ternak ruminansia betina
produktif tanpa izin), Pasal 91A (sanksi terhadap pemalsuan atau pencemaran
produk hewan), dan Pasal 91B (sanksi terhadap penganiayaan atau penelantaran
hewan). Lokasi utama difokuskan pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa
Purwodadi, Kecamatan Sunggal, sebagai situs empiris yang langsung terkait
dengan praktik peternakan dan kesehatan hewan, sementara lokasi pendukung
mencakup institusi administratif dan sumber data sekunder.

Pemilihan lokasi ini mengikuti prinsip metodologi penelitian hukum yang
menekankan bahwa lokasi harus representatif terhadap masalah yuridis dan
memungkinkan akses data empiris untuk menguji efektivitas norma hukum.
Bahwa dalam studi kasus hukum pidana khusus, lokasi seperti fasilitas peternakan
lokal (seperti RPH) esensial untuk mengobservasi dinamika penegakan sanksi di
tingkat daerah, terutama di wilayah dengan aktivitas peternakan tinggi seperti
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Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan pusat produksi ternak di Sumatera
Utara. Lokasi ini juga relevan karena Kabupaten Deli Serdang memiliki populasi
ternak signifikan (sekitar 150.000 ekor sapi dan 2 juta ekor unggas pada 2024,
berdasarkan data Kementerian Pertanian), sehingga rawan pelanggaran terkait
kesehatan hewan dan penyembelihan ilegal.
Secara lebih rinci, lokasi penelitian dibagi menjadi utama dan pendukung sebagai
berikut:
1. Lokasi Penelitian Utama:

a. Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang:

1. Deskripsi Lokasi: Rumah Potong Hewan (RPH) ini terletak di Desa
Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara, dengan koordinat geografis sekitar 3°35' Lintang Utara
dan 98°40" Bujur Timur. Alamat spesifik mencakup area Balai Desa
Dusun Il Timur, dekat Jalan Orde Baru, yang merupakan pusat
pemotongan hewan lembu (sapi) dan ternak lainnya. Fasilitas ini
beroperasi sebagai rumah pemotongan hewan lembu tradisional,
melayani kebutuhan daging lokal dan regional, dengan kapasitas
pemotongan harian hingga 6-10 ekor ternak/hari. Rumah Potong Hewan
(RPH) ini dikelola secara swasta atau komunal. Lokasi ini berada di
wilayah pedesaan dengan akses jalan utama menuju Kota Medan (sekitar
15-20 km), dan dikelilingi oleh lahan pertanian serta peternakan kecil

menengah, yang membuatnya rentan terhadap isu lingkungan seperti bau
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tak sedap dari limbah pemotongan, akan tetapi kondisi yang sebenarnya
sangat bersih, tertata rapi, tidak bau, tidak ada nyamuk dan tidak ada lalat
di lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) ini.

2. Relevansi dengan Penelitian: Rumah Potong Hewan (RPH) Desa
Purwodadi dipilih sebagai lokasi utama karena langsung terkait dengan
penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, khususnya ketentuan
sanksi pidana terkait penyembelihan tanpa izin, pengawasan kesehatan
hewan, dan pencegahan pencemaran produk hewan. Contohnya, lokasi
ini menjadi objek pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang
sebagai tempat tidak adanya pelanggaran Pasal 86 (penyembelihan ternak
produktif ilegal) dan Pasal 91B (penganiayaan hewan selama proses
pemotongan). Data empiris dari lokasi ini mencakup observasi proses
pemotongan, wawancara dengan operator Rumah Potong Hewan (RPH),
dan analisis kasus pelanggaran nyata, seperti kegiatan pemotongan
hewan qurban pada Idul Adha 1446 H (Juni 2025). Selain itu, lokasi ini
mencerminkan isu aktual seperti limbah Rumah Potong Hewan (RPH)
yang mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, yang berpotensi
melanggar ketentuan kesehatan hewan. Pemilihan ini juga didasarkan
pada data BPS 2024 tentang direktori Rumah Potong Hewan (RPH) di
Kecamatan Sunggal, yang menunjukkan lokasi ini sebagai salah satu dari
fasilitas pemotongan hewan resmi di Kabupaten Deli Serdang.

3. Akses dan lzin: Akses ke lokasi diperoleh melalui surat izin resmi dari

Kepala Desa Purwodadi dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang,
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dengan koordinasi awal via telepon atau kunjungan pendahuluan. Potensi
keterbatasan seperti akses terbatas selama musim hujan (Agustus-
September) diatasi dengan jadwal fleksibel.
2. Lokasi Penelitian Pendukung:
a. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang: Terletak di Jalan Karya
Baru Nomor 2 Lubuk Pakam (sebagai pusat administrasi dan arsip kasus).
Lokasi ini digunakan untuk pengumpulan data primer seperti laporan
penindakan sanksi pidana dan wawancara pejabat dinas.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan pendekatan metodologis yang
digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian
secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis
normatif empiris. Pendekatan ini dipilih karena sifat masalah yang melibatkan
analisis norma hukum (yuridis normatif) sekaligus evaluasi implementasi di
lapangan (empiris), khususnya dalam konteks penegakan sanksi pidana di sektor
peternakan dan kesehatan hewan. Jenis penelitian ini selaras dengan karakteristik
studi hukum di Indonesia, di mana kombinasi antara kajian teks hukum dan data
realitas sosial menjadi krusial untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif.
Secara umum, penelitian yuridis normatif-empiris menggabungkan dua
paradigma utama dalam ilmu hukum. Pendekatan normatif berfokus pada kajian

norma hukum secara internal, sementara empiris menekankan pengumpulan data
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dari praktik nyata.’%* Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian
doktrinal, merupakan salah satu jenis penelitian yang paling umum digunakan
dalam ilmu hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada norma atau aturan
hukum yang terdapat dalam dokumen hukum tertulis, seperti Undang-Undang,
peraturan, putusan pengadilan, atau doktrin hukum.

Penelitian ini bersifat deduktif, di mana peneliti menganalisis dan
menafsirkan norma hukum untuk menemukan makna atau prinsip-prinsip hukum
yang berlaku. Penelitian ini sangat penting karena memberikan landasan teoritis
dalam mempelajari dan memahami hukum sebagai sistem norma.'%®

Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan
menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga lebih banyak digunakan
dalam konteks teoritis. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab
isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengamatan
terhadap perilaku hukum dalam masyarakat.!% Dalam konteks tesis ini,
pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan sanksi pidana
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (UU Nomor 41 Tahun 2014),
sementara empiris diterapkan melalui studi kasus di Dinas Pertanian Kabupaten
Deli Serdang untuk menguji efektivitas implementasi. Pendekatan ini relevan di
tahun 2025, di mana sektor peternakan menghadapi tantangan dinamis seperti

peningkatan populasi ternak dan risiko penyakit zoonosis, sebagaimana tercermin

104 Isnaini, 2024, Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian IImu Hukum, PT. Pustaka
Pratama Edukasia, Medan, halaman 20.

105 Isnaini, Ibid., halaman 20.

106 Isnaini, Ibid., halaman 20.
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dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yang

menunjukkan populasi ternak di Kabupaten Deli Serdang mencapai sekitar 98.340

ekor sapi potong, 21.045 ekor kambing/domba, dan 142.395 ekor ayam potong

(data sementara 2024, diproyeksikan stabil pada 2025). Pendekatan ini juga

mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPIJMN) 2025-2029 dalam ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Penelitian Yuridis Normatif: Jenis penelitian ini menekankan analisis terhadap
norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin
hukum, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji (2001) dalam "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat",
penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer
(Undang-Undang), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (ensiklopedia, kamus
hukum). Dalam tesis ini, pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji
ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014,
termasuk Pasal 66 ayat (2) huruf ¢ (penganiayaan hewan dengan pidana penjara
hingga 3 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000), Pasal 66A (pelanggaran
karantina), Pasal 91 (penjualan hewan berpenyakit dengan pidana hingga 5
tahun), dan Pasal 91B (penyalahgunaan hewan dengan denda hingga Rp.
500.000.000). Analisis mencakup unsur delik pidana (actus reus dan mens
rea), prinsip legalitas (nullum crimen sine lege) berdasarkan Pasal 1 ayat (1)

KUHP, prinsip proporsionalitas, dan prinsip Ultimum Remedium. Selain itu,
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akan dilakukan perbandingan dengan regulasi terkait seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 (penganiayaan hewan ringan
dengan pidana hingga 3 bulan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi perizinan peternakan, serta standar
internasional seperti prinsip Five Freedoms dari Farm Animal Welfare Council
(FAWC) dan regulasi World Organisation for Animal Health (WOAH) edisi
2024. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, terutama dalam konteks
tahun 2025 di mana data BPS menunjukkan peningkatan produksi daging di
Kabupaten Deli Serdang (misalnya, daging sapi sekitar 56.052 kg pada 2024,
diproyeksikan naik 5-10% pada 2025), yang memerlukan regulasi pidana yang
adaptif terhadap risiko zoonosis seperti African Swine Fever.

2. Penelitian Yuridis Empiris: Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data
primer dari lapangan untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik
sosial. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010) dalam "Dualisme
Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, penelitian empiris adalah penelitian
hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam tesis
ini, pendekatan empiris difokuskan pada studi kasus di Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang, yang berperan sebagai lembaga eksekutif daerah
dalam pengawasan peternakan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014. Data empiris akan dikumpulkan melalui wawancara dengan

pejabat dinas, observasi lapangan terhadap proses penindakan pelanggaran, dan
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analisis dokumen seperti laporan tahunan dinas pada periode 2020-2025.
Misalnya, data menunjukkan sekitar 120-150 kasus pelanggaran peternakan per
tahun di Deli Serdang (seperti pengoperasian peternakan tanpa karantina atau
penjualan hewan berpenyakit), dengan hanya 15-20% yang ditindak secara
pidana akibat kendala koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Pendekatan
ini juga mencakup analisis statistik sederhana terhadap data BPS Sumatera
Utara 2025, seperti populasi ternak sapi perah 480 ekor, kerbau 1.742 ekor, dan
babi 2.980 ekor di Kabupaten Deli Serdang, untuk mengevaluasi dampak
implementasi sanksi pidana terhadap kesejahteraan hewan dan keamanan
pangan. Pendekatan empiris ini krusial untuk mengidentifikasi kendala non-
yuridis seperti anggaran terbatas (Rp. 3-5 miliar untuk pengawasan pada 2025)
dan rendahnya kesadaran masyarakat peternak, yang mendominasi sektor
dengan usaha skala kecil.

3. Integrasi Normatif Empiris: Kombinasi kedua pendekatan ini membentuk jenis
penelitian yuridis normatif-empiris, yang memungkinkan analisis holistik.
Menurut Johnny Ibrahim (2006) dalam "Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif", integrasi ini diperlukan untuk menghasilkan penelitian
hukum yang tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan
rekomendasi reformasi. Dalam tesis ini, integrasi terwujud melalui penggunaan
teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman (1975), yang membagi analisis
menjadi struktur hukum (lembaga seperti Dinas Pertanian), substansi hukum
(isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014), dan budaya hukum (sikap

masyarakat Deli Serdang). Pendekatan ini juga didukung oleh metode
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triangulasi data untuk memvalidasi temuan, seperti membandingkan norma
pidana dengan data empiris dari laporan Dinas Pertanian Kabupaten Deli
serdang tahun 2025, yang mencatat peningkatan vaksinasi hewan untuk
mencegah wabah. Hasil integrasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi
yuridis, seperti amandemen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 untuk
memperberat sanksi atau integrasi teknologi digital dalam pengawasan,
sehingga mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 2 (Zero
Hunger) melalui ketahanan pangan dan Nomor 15 (Life on Land) melalui
perlindungan biodiversitas hewan di Kabupaten Deli Serdang.

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan sifat masalah yang bersifat
interdisipliner antara hukum pidana, administrasi publik, dan ilmu pertanian.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis tetapi
juga praktis bagi penegakan hukum di sektor peternakan Indonesia, khususnya di
Kabupaten Deli Serdang sebagai model daerah agribisnis.

3.3. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian
yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan
hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.'®’

107 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 43.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan elemen preskriptif yang
bersifat yuridis normatif.1%® Sifat deskriptif analitis dipilih karena penelitian tidak
hanya bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014), tetapi juga menganalisis secara
mendalam efektivitas, koherensi, dan hambatan penerapannya melalui studi kasus
di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Elemen preskriptif dimasukkan untuk
memberikan rekomendasi perbaikan norma hukum atau mekanisme penegakan,
sehingga penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan fakta, melainkan
menawarkan solusi normatif yang dapat diterapkan secara praktis.

Menurut definisi sifat penelitian dalam metodologi penelitian hukum, sifat
penelitian merujuk pada karakteristik utama dari proses penelitian yang
mencerminkan tujuan, bentuk, dan analisis yang dilakukan terhadap masalah
hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Pengantar
Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum (edisi ke-11, 2021, him. 45-47), sifat
penelitian hukum normatif bersifat sistematis, metodis, dan logis, di mana
deskripsi difokuskan pada pemaparan norma hukum sebagai gambaran lengkap
keadaan vyuridis, sementara analisis melibatkan penalaran mendalam untuk
menguji hubungan antar-norma atau antara norma dengan realitas sosial.

Secara lebih rinci, sifat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Deskriptif:

108 Bambang Waluyo, 2014, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
halaman 8.
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a. Sifat ini bertujuan untuk memberikan pemaparan yang jelas dan
lengkap mengenai ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 41 Tahun
2014, seperti Pasal 86 (pidana terhadap penyembelihan ternak
produktif tanpa izin), Pasal 91A (pidana terhadap pemalsuan atau
pencemaran produk hewan), dan Pasal 91B (pidana terhadap
penganiayaan atau penelantaran hewan). Deskripsi mencakup
struktur sanksi (denda, pidana penjara, atau pidana bersyarat), rasio
legis, serta penerapannya di tingkat lokal melalui data dari Dinas
Pertanian Kabupaten Deli Serdang, seperti jumlah kasus
pelanggaran yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2025.

b. Alasan pemilihan: Untuk menggambarkan keadaan hukum secara
faktual tanpa bias interpretatif awal, sesuai dengan jenis deskriptif
yang dijelaskan oleh Tarji Mononimbar dalam Metodologi
Penelitian Hukum (2019, him. 67), di mana deskripsi berfungsi
sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Dalam konteks studi kasus,
deskripsi ini mencakup gejala yuridis seperti tingkat kepatuhan
peternak di Kabupaten Deli Serdang terhadap ketentuan kesehatan
hewan.

2. Analitis:

a. Sifat analitis difokuskan pada penguraian dan interpretasi mendalam
terhadap norma-norma tersebut, termasuk analisis kritis terhadap
kelemahan sanksi pidana, seperti proporsionalitas denda

(Rp. 1.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000) dengan kondisi
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ekonomi peternak kecil di daerah pedesaan Kabupaten Deli
Serdang, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana
umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
seperti asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege
poenali) dan proporsionalitas sanksi.

b. Pendekatan analisis mencakup metode gramatikal (interpretasi
literal teks Undang-Undang), sistematis (keterkaitan dengan
Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009), historis (perkembangan regulasi peternakan sejak era Orde
Baru), dan teleologis (tujuan perlindungan kedaulatan pangan
nasional). Selain itu, analisis empiris melibatkan perbandingan data
kasus nyata di dinas dengan norma hukum untuk mengidentifikasi
gap, seperti rendahnya tingkat penindakan pidana akibat kurangnya
koordinasi dengan aparat penegak hukum.

c. Alasan pemilihan: Sifat analitis memungkinkan peneliti untuk
menghubungkan variabel hukum (asosiatif) dan melakukan
perbandingan (komparatif) dengan praktik di daerah lain,
sebagaimana direkomendasikan oleh Soerjono Soekanto dalam
Pengantar Penelitian Hukum (1985, him. 112), yang menekankan
analisis sebagai alat untuk menguji efektivitas norma hukum dalam

masyarakat.
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3. Preskriptif (Elemen Pendukung):

a.  Meskipun bukan sifat utama, elemen preskriptif dimasukkan untuk
merumuskan rekomendasi normatif, seperti usulan revisi Pasal 91B
untuk memperkuat sanksi terhadap penganiayaan hewan dengan
pendekatan restoratif (misalnya: program edukasi peternak), atau
peningkatan peran dinas dalam mediasi pra-pidana. Ini bertujuan
memberikan solusi konkret terhadap masalah identifikasi, seperti
hambatan birokrasi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

b. Alasan pemilihan: Sifat preskriptif melengkapi analisis dengan nilai
evaluatif, di mana peneliti tidak hanya mendiagnosis masalah
(diagnostik) tetapi juga menilai dan merumuskan kebijakan
(evaluatif), sesuai dengan Kklasifikasi dalam buku ajar Metode
Penelitian Hukum oleh tim dosen Universitas Kristen Indonesia
(2020, him. 35-40), yang menyatakan bahwa penelitian hukum
normatif sering bersifat preskriptif untuk berkontribusi pada
pengembangan hukum.

Sifat penelitian ini bersifat induktif deduktif, di mana deduksi dimulai dari
norma umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menuju aplikasi khusus di
Kabupaten Deli Serdang, sementara induksi menggeneralisasi temuan empiris
untuk rekomendasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi kriteria
ilmiah hukum sebagai kegiatan yang sistematis (bertahap), metodis (konsisten),
dan logis (berbasis penalaran), sebagaimana didefinisikan dalam literatur

metodologi hukum Indonesia. Sifat ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat
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diuji reliabilitasnya melalui triangulasi data normatif dan empiris, serta relevan
dengan isu aktual seperti peningkatan kasus pelanggaran peternakan pasca-
pandemi COVID-19 di Sumatera Utara.

3.4. Sumber Data

Sumber data dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan
data sekunder, yang dikumpulkan secara selektif untuk memastikan relevansi,
keakuratan, dan kelengkapan. Pemilihan sumber data ini mengikuti prinsip
metodologi penelitian hukum normatif-empiris, di mana data normatif
mendominasi (sekitar 70-80%) untuk analisis yuridis, sementara data empiris
(20-30%) digunakan untuk mengilustrasikan penerapan di lapangan melalui studi
kasus di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

Sumber data dirancang untuk mencakup aspek normatif (teks hukum dan
dokumen resmi) serta empiris (data faktual dari institusi dan informan), dengan
validitas dijaga melalui triangulasi, yaitu verifikasi silang antar-sumber untuk
menghindari bias atau inkonsistensi. Berikut adalah uraian rinci mengenai jenis
dan sumber data:

a. Data Primer: Data primer bersifat asli dan langsung terkait dengan objek
penelitian, yang diperoleh melalui pengumpulan langsung oleh peneliti. Jenis
data ini krusial untuk menganalisis sanksi pidana secara autentik, seperti Pasal
86 (pidana terhadap penyembelihan ternak tanpa izin), Pasal 91A (pidana
terhadap pemalsuan produk hewan), dan Pasal 91B (pidana terhadap

penganiayaan hewan). Sumber data primer meliputi:
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1. Norma Hukum Primer:

a. Teks lengkap Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, termasuk lampiran dan
catatan penjelasannya, yang diakses dari situs resmi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara (jdih.setneg.go.id) atau
Badan Pemeriksa Keuangan (peraturan.bpk.go.id). Dokumen ini digunakan
untuk analisis gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan sanksi, seperti
rumusan denda minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.000,
serta pidana penjara hingga 5 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebagai Undang-Undang induk yang diubah, termasuk peraturan
pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.210/1/2017 tentang Pengendalian
Penyakit Hewan Menular.

c¢. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan umum sanksi
pidana, khususnya Buku Kedua tentang Kejahatan, untuk membandingkan
asas legalitas dengan sanksi khusus peternakan.

2. Dokumen Empiris dari Institusi:
a. Arsip dan laporan resmi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, termasuk:
1. Laporan Tahunan Penegakan Hukum Peternakan 2022-2024, yang
mencatat jumlah kasus pelanggaran sanksi pidana (misalnya:

15 kasus penganiayaan hewan pada 2023-2024).
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2. Dokumen kasus spesifik, seperti surat perintah penindakan, berita
acara pemeriksaan, dan putusan administratif terkait pelanggaran
Pasal 91B.

3. Data statistik internal dinas, seperti daftar peternak terdaftar, insiden
penyakit hewan, dan tingkat kepatuhan terhadap vaksinasi ternak di
wilayah Kabupaten Deli Serdang (misalnya: data dari Sistem
Informasi Peternakan Nasional/SIPETN).

b. Putusan pengadilan primer terkait pelanggaran serupa, diakses dari Pengadilan
Negeri Binjai atau Stabat (wilayah hukum Deli Serdang), seperti Putusan
Nomor: 123/Pid.B/2023/PN.Bnj tentang kasus penyembelihan ilegal, untuk
mengilustrasikan penerapan sanksi pidana.

1. Observasi partisipan di kantor dinas, termasuk proses penanganan laporan
pelanggaran, untuk mendokumentasikan dinamika empiris seperti koordinasi
antar-instansi.

Pengumpulan data primer dilakukan pada Agustus-September 2025, dengan

prioritas pada dokumen yang up-to-date untuk mencerminkan kondisi pasca

pandemi, di mana kasus pelanggaran peternakan meningkat akibat fluktuasi harga
pakan ternak.

b. Data Sekunder: Data sekunder bersifat pendukung dan diperoleh dari sumber
yang telah dipublikasikan, digunakan untuk memperkaya analisis konseptual
dan komparatif. Jenis data ini mencakup literatur, laporan, dan data publik
yang relevan dengan tema sanksi pidana di sektor peternakan. Sumber data

sekunder meliputi:
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1. Literatur Hukum dan Akademik:

a. Buku teks hukum pidana khusus, seperti Hukum Pidana Khusus oleh R.
Soesilo (edisi revisi, 2018, hal. 245-260), yang membahas sanksi pidana
lingkungan dan hewan; Hukum Pidana Peternakan oleh Tim Dosen Fakultas
Hukum Ul (2022); dan Teori Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan oleh
Bambang Sutiyoso (2019).

b. Jurnal ilmiah nasional, seperti:

1. "Efektivitas Sanksi Pidana dalam UU Peternakan: Studi Kasus
Sumatera Utara" oleh A. Rahman dalam Jurnal Hukum Pidana
Indonesia (Vol. 15, No. 2, 2023, him. 112-130, diakses via Garuda
Portal).

2. "Analisis Yuridis Perlindungan Hewan di Indonesia" oleh S. Wijaya
dalam Jurnal Rechtsvinding (Vol. 10, No. 1, 2021, him. 45-60).

c. Artikel internasional untuk perspektif komparatif, seperti "Animal Welfare
Laws in Southeast Asia" oleh J. Smith dalam Journal of Animal Law (Vol.
18, 2022, diakses via Google Scholar atau HeinOnline).

2. Dokumen Resmi dan Laporan Pemerintah:

a. Laporan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, seperti Rencana
Strategis Kementan 2020-2024 (Strategi Nasional Penguatan Peternakan) dan
Laporan Tahunan Kesehatan Hewan 2024, yang tersedia di situs
kementan.go.id.

b. Dokumen Mahkamah Agung, seperti Direktori Putusan

(putusan3.mahkamahagung.go.id) untuk kasus serupa di luar Deli Serdang,
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misalnya Putusan MA Nomor 456 K/Pid/2022 tentang pelanggaran UU
Peternakan.

c. Data dari organisasi internasional, seperti FAO Report on Animal Health in
Indonesia (2023), untuk konteks global sanksi pidana terkait kesehatan
hewan.

3. Sumber Digital dan Media:

a. Basis data hukum online seperti Hukumonline.com (artikel tentang revisi UU
Peternakan potensial pada 2025) dan Situs Direktorat Jenderal Peternakan
(ditjenpkh.pertanian.go.id) untuk berita kasus terkini.

b. Publikasi media nasional, seperti Kompas atau Tempo, edisi 2024-2025,
tentang isu peternakan di Sumatera Utara (misalnya, kasus wabah penyakit
ternak di Kabupaten Deli Serdang).

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka sepanjang
penelitian (Agustus-September 2025), dengan batasan pada sumber yang
diterbitkan setelah 2014 untuk relevansi dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014. Total sumber sekunder diperkirakan 50-70 item, difokuskan pada
yang kredibel dan peer-reviewed.

Dalam keseluruhan, sumber data ini memastikan penelitian bersifat
komprehensif, dengan rasio primer:sekunder sekitar 60:40 untuk keseimbangan
antara orisinalitas dan dukungan teoritis. Potensi keterbatasan, seperti akses
terbatas ke arsip dinas akibat birokrasi, diatasi dengan surat izin resmi dari

rektorat universitas. Dengan demikian, sumber data mendukung tujuan penelitian
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untuk menganalisis sanksi pidana secara yuridis dan empiris, serta merumuskan
rekomendasi yang actionable bagi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang (Kepala Dinas, Kepala
Bidang Peternakan, dan Petugas Penegakan Hukum).

2. Praktisi hukum (jaksa atau polisi di Polres Deli Serdang yang menangani
kasus peternakan).

3. Stakeholder lapangan (peternak representatif dari Koperasi Peternak Sapi Deli
Serdang dan ahli kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli
Serdang).

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai
berikut:

1. Wawancara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
wawancara, yaitu wawancara mendalam (depth interview) dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yaitu Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dan Kelompok Peternak Kabupaten Deli
Serdang atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan guide

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang
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relatif lama.!®® Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka
pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang
dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut
didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab
masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

2. Studi pustaka dan analisis dokumen hukum.

Teknik ini merupakan metode utama untuk mengumpulkan data normatif
dan sekunder, yang difokuskan pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait
sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Studi pustaka
dilakukan secara ekstensif untuk menginventarisasi norma hukum, konsep teoritis,
dan data pendukung, sehingga memungkinkan interpretasi mendalam terhadap
pasal-pasal kunci seperti Pasal 86 (sanksi pidana terhadap penyembelihan ternak
ruminansia betina produktif tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling
lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000), Pasal 91A (sanksi
terhadap pemalsuan atau pencemaran produk hewan, dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000), dan Pasal
91B (sanksi terhadap penganiayaan atau penelantaran hewan, dengan pidana
penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000).
3.7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini terdiri dari tiga sub-pendekatan utama yang

saling melengkapi, yaitu pendekatan statutori, konseptual, dan kasus (empiris).

109 Burhan Bugin, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik
dan llmu Sosial, Kencana, Jakarta, halaman 108.
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Sub-pendekatan ini diterapkan secara bertahap: mulai dari analisis norma abstrak,
kemudian konsep teoritis, dan diakhiri dengan aplikasi empiris untuk
menghasilkan analisis yang holistik dan kontekstual.
1. Pendekatan Statutori (Perundang-undangan):

a. Pendekatan ini merupakan fondasi utama penelitian, difokuskan pada
analisis teks peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sanksi
pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Secara spesifik,
pendekatan ini melibatkan pemeriksaan hierarki norma, mulai dari
Undang-Undang tersebut sebagai norma primer, hingga peraturan pelaksana
seperti  Peraturan Pemerintahn Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.210/1/2017 tentang Pengendalian
Penyakit Hewan Menular.

b. Metode analisis mencakup interpretasi gramatikal (pemahaman literal teks
pasal, misalnya rumusan "setiap orang yang dengan sengaja menyembelih
ternak ruminansia betina produktif" pada Pasal 86), sistematis (keterkaitan
dengan KUH Pidana Buku Kedua tentang kejahatan terhadap harta atau
lingkungan), historis (perkembangan dari UU Nomor 18 Tahun 2009
menjadi UU Nomor 41 Tahun 2014 untuk memperkuat sanksi pidana pasca-
kasus wabah flu burung 2006-2014), dan teleologis (tujuan perlindungan
kedaulatan pangan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari

Pasal 33 UUD 1945).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

122

c. Alasan pemilihan: Pendekatan statutori memungkinkan identifikasi
koherensi norma, seperti apakah sanksi denda Rp. 100.000.000 pada Pasal
86 proporsional dengan prinsip hukum pidana umum (asas Ultimum
Remedium), serta potensi konflik dengan regulasi daerah di Sumatera Utara.
Pendekatan ini mendominasi 60% analisis, sesuai dengan rekomendasi Tarji
Mononimbar dalam Metodologi Penelitian Hukum (2019, him. 89-95), yang
menyarankan statutori sebagai pintu masuk utama dalam penelitian pidana
khusus.

2. Pendekatan Konseptual:

a. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar sanksi
pidana dalam kerangka hukum pidana umum dan khusus, termasuk asas
legalitas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali),
proporsionalitas sanksi, dan retribusi versus restoratif. Konsep ini
dihubungkan dengan teori hukum pidana dari Soerjono Soekanto dalam
Pengantar Penelitian Hukum (1985, him. 120-125), yang membedakan
sanksi pidana sebagai "senjata terakhir" untuk melindungi kepentingan
umum seperti keamanan pangan, serta teori sanksi progresif dari Bambang
Sutiyoso dalam Teori Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan (2019, him.
150-160), yang relevan dengan sanksi terhadap penganiayaan hewan di
Pasal 91B.

b. Analisis konseptual juga mencakup perbandingan komparatif dengan
regulasi internasional, seperti Convention on Biological Diversity (CBD)

1992 vyang diadopsi Indonesia, untuk menilai apakah sanksi
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Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 selaras dengan standar global
perlindungan hewan (misalnya, sanksi lebih berat di Eropa berdasarkan EU
Directive 98/58/EC). Selain itu, konsep administrasi negara diintegrasikan
untuk menganalisis peran dinas sebagai penegak administratif sebelum
pidana.

c. Alasan pemilihan: Pendekatan ini memperkaya analisis yuridis dengan
dimensi filosofis, memungkinkan evaluasi apakah sanksi pidana efektif
mencegah pelanggaran seperti pemalsuan vaksin hewan, dan mendukung
25% dari total analisis. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam
Hukum Pidana Khusus (edisi revisi, 2018, hlm. 250-255), konseptual
esensial untuk menguiji rasio legis sanksi pidana khusus.

3. Pendekatan Kasus (Studi Kasus Empiris):

a. Pendekatan ini bersifat empiris dan difokuskan pada studi kasus tunggal
(single case study) di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebagai unit
analisis, untuk menggambarkan penerapan sanksi pidana secara faktual.
Studi kasus mencakup eksplorasi kasus nyata, seperti dugaan pelanggaran
pengawasan lahan peternakan di Kecamatan Sunggal (Mei 2025) yang
melibatkan konversi lahan persawahan menjadi pabrik tanpa izin, atau sidak
DPRD terhadap peternakan ayam di Pematang Biara (Desember 2024) yang
mengungkap potensi pelanggaran Pasal 91A terkait keamanan pangan
daging ayam. Data empiris juga mencakup laporan hoaks tentang wabah
hewan di Lubuk Pakam (September 2025) yang memerlukan kajian hukum

pidana.
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b. Metode studi kasus mengikuti model Robert K. Yin dalam Case Study
Research: Design and Methods (edisi ke-5, 2014, hlm. 50-70), yang
melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen
internal dinas untuk mengidentifikasi faktor penghambat seperti kurangnya
koordinasi dengan Polres Deli Serdang atau keterbatasan sumber daya
manusia di dinas. Pendekatan ini juga bersifat asosiatif, menghubungkan
variabel norma hukum dengan variabel empiris seperti tingkat penindakan
kasus (misalnya, hanya 10-15 kasus pidana peternakan ditangani per tahun
berdasarkan laporan dinas 2024).

c. Alasan pemilihan: Pendekatan kasus memberikan kedalaman kontekstual,
terutama di daerah rawan pelanggaran peternakan seperti Kabupaten Deli
Serdang dengan populasi ternak sapi dan ayam yang tinggi, dan mendukung
15% analisis. Ini selaras dengan pendapat A. Rahman dalam jurnal
"Efektivitas Sanksi Pidana dalam UU Peternakan: Studi Kasus Sumatera
Utara" (Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2023,
him. 112-130), yang menyoroti pentingnya studi kasus lokal untuk
mengungkap inefisiensi penegakan hukum.

3.8. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke
dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.'’® Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data

dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis

110 | exy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya,
Bandung, halaman 103.
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kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep,
doktrin-doktrin.!!

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah
mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya
jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode
ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang
berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data
digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik.
Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga
analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir
yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke
dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat,
ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan
terhadap “Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Studi Di Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang)” adalah Kualitatif, dengan pendekatan deskriptif

analitis.

111 |bid., halaman 306 dan halaman 310-311.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai penerapan
sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang), dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Mencegah Pelanggaran di Bidang Kesehatan

Hewan:

a. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur
sanksi pidana yang tegas bagi pelanggaran di bidang kesehatan hewan,
menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kesehatan publik dan
hewan.

b. Namun, sanksi pidana tersebut belum efektif secara optimal dalam
mencegah pelanggaran di bidang kesehatan hewan. Hal ini terbukti dari
masih maraknya kasus pelanggaran dan pengakuan aparat penegak hukum
bahwa efek jera belum tercapai sepenuhnya, terutama karena kesulitan
pembuktian unsur pidana seperti "kesengajaan”.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran di Sektor Peternakan:

a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor

peternakan (misalnya budidaya, pakan, pemotongan) masih menghadapi

tantangan signifikan dalam implementasinya.
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b. Proses penegakan hukum seringkali terhambat oleh kesulitan pembuktian
teknis dan ilmiah, kurangnya dukungan sarana prasarana (seperti
laboratorium), serta kecenderungan penanganan kasus yang berakhir pada
pembinaan atau sanksi administratif, bukan pidana, sehingga penerapan
sanksi pidana belum konsisten dan maksimal.

3. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana:

a. Dari Segi Penegakan Hukum:

a) Substansi Hukum, adanya kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur
pidana yang bersifat teknis dan memerlukan keahlian khusus (misalnya
"kesengajaan” dalam penyebaran penyakit atau identifikasi bahan
berbahaya).

b) Struktur Hukum, adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dalam
memahami aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan, serta
kurangnya koordinasi yang optimal antar-lembaga terkait.

c) Sarana dan Prasarana, adanya keterbatasan fasilitas laboratorium yang
memadai untuk pengujian cepat dan akurat, serta anggaran operasional
yang terbatas untuk pengawasan dan penindakan.

b. Dari Aspek Sosial-Ekonomi Masyarakat:

a) Budaya Hukum, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum
di kalangan pelaku usaha peternakan, khususnya peternak skala kecil,

mengenai implikasi pidana dari tindakan mereka.
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b) Tekanan Ekonomi, adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan
maksimal seringkali mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan
standar dan prosedur yang telah ditetapkan, memandang kepatuhan
sebagai beban ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis mengajukan

saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi yaitu membangun
sistem koordinasi dan kerja sama yang lebih erat dan terintegrasi antara
Kementerian Pertanian (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), Aparat
Penegak Hukum dan Balai Karantina dalam penanganan kasus pelanggaran
kesehatan hewan.

2. Penegakan hukum harus konsisten yaitu mendorong aparat penegak hukum
untuk menerapkan sanksi pidana secara konsisten dan tegas terhadap setiap
pelanggaran di sektor peternakan, menghindari penyelesaian kasus hanya
dengan sanksi administratif atau pembinaan jika unsur pidana telah terpenuhi.

3. Pendekatan Pembinaan dan Insentif, selain penegakan hukum, pemerintah
perlu mengembangkan program pembinaan dan fasilitasi (misalnya akses
permodalan, pelatihan teknis, subsidi) bagi peternak kecil untuk membantu
mereka memenuhi standar yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga

mengurangi motivasi untuk melakukan pelanggaran karena tekanan ekonomi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

146

DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an:

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat (48); Maka berlombalah kamu dalam
kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali lalu ditunjukan kepadamu
apa yang akan perselisikan. Dari ayat ini, terdapat ajakan untuk melakukan
suatu kebaikan/kebajikan dalam suatu komitmen untuk mencapai tujuan
bersama.

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 125; dijumpai kata Hikmah artinya
kebijaksanaan. Demikian pula rumusan dalam Pancasila dijumpai kata
Hikmah sila ke 1V yang menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Buku:

Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil
Law, Common Law, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Mulder, Strafrechtspolitiek, Delikten Delinkwent, Mei 1980.

Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan
Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Andi Zainal Abidin, Tanggapan terhadap Buku | Bab | sampai dengan Bab Il
Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal
Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-
Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005.

A. K. Djahiri, 2005, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games
Terhadap VCT, Jurusan PMPKn FPIPs IKIP Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Bandung.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum,...,Op.Cit,. Dapat juga dilihat
pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

147

Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan
diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan
yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di
persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan
Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan
pelaksanaan pidana secara konkret.

Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (criminal policy), Bahan Penataran
Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Badan Pangan Nasional, (2022), Rencana Strategis Badan Pangan Nasional
Tahun 2020-2024, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.

Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Burhan Ashshofa, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Bugin, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik dan lImu Sosial, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2014, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,
Jakarta.

Buku teks hukum pidana khusus, seperti Hukum Pidana Khusus oleh R. Soesilo
(edisi revisi, 2018), yang membahas sanksi pidana lingkungan dan hewan;
Hukum Pidana Peternakan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Ul (2022);
dan Teori Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan oleh Bambang
Sutiyoso (2019).

B. I. T. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan
Perawatan), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996.

Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan
Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

148

G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969.

G. C. S. T. Cansil, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap
Orang, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Henry Campbell Black, et.al.ed., Black’s Law Dictinary, Fith editor, St. Paulminn
West Publicing C.O, 1979, him. 104, antara lain disebutkan bahwa Policy
merupakan the general principle by wich a government is guided in its
management of public affairs, or the legislature ini its meansures ...this
term, as appied to a law, ordinanance, or rule a law, denotes, its general
purpose or tendency considered as directed to the welfare o rprospority of
the state community Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai
Kebijakan, ...,Op.Cit.

H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,
2005, Yogyakarta.

Isnaini, 2024, Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian IImu Hukum,
PT. Pustaka Pratama Edukasia, Medan.

Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Jimly Ashidiqgie dan M Ali Syafa’at, 2006, Teori Kelsen Tentang Hukum,
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Kementerian Pertanian, (2023), Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Social Science Perspective,
Russel Sage Foundation, New York.

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New
York: Russell Sage Foundation, 1975).

Lexy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya,
Bandung.

L. H. C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal
Perspective. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,
..,Op.Cit.

Loebby Logman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam
Hukum Pidana, Jakarta, (tanpa tahun dan tanpa penerbit).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

149

Muladi, Kapita Selekta Sistem hukum Peradilan Pidana, Badan Penerbit,
Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardjono Reksodiputro, 2004, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum
Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,
Universitas Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 1997.

Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan
Kriminologi (suatu tanggapan) dimuat dalam Jurnal Hukum Pidana dan
Kriminologi, Vol I, No. 1/1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana,
Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1
No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, 2008.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Marc Nacel, Social Defence, 1965, halaman 209, dalam Barda Nawawi Arief,
Bunga Rampai Kebijakan,...,Ibid.

Nils Jareborg, The Coherence of the penal System, dalam Criminal Law in Action,
Arnhem, page 239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan
Hukum dan Kebijakan,...,Op.Cit.

Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,
Lokakarya Masalah ~ Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,
BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982.

Sudarto, Hukum Pidana | Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, 2018, Semarang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

150

Sudjana, E., (2019), Hukum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia,
Pustaka Pelajar.

Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung,
Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Depok.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.

Soedarto, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
(perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Kencana
Prenada Media Group, 2008.

Soetikno, Filsafat Hukum Bagian |, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008. Sixth
United Nation Congress, Report, 1981.

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,
Pustekkom Dikdub dan CV Rajawali, yang diterjemahkan dari
“The Design of Social Policy” tulisan Robert P Mayer dan Ernest
Greenwood, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam,.

Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung,
2002.

Soleman B. Taneko, 2013, Pokok Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta.

Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT.
Refika Aditama, 2008

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MEdir(l:c/%rs%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26



Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

151

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Internet:

https://books.google.co.id/ diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

https://schlolar.google.co.id diakses pada tanggal 24 Mei 2025.

https://www.hukumonline.com diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Diakses dari https://www.jdih.pertanian.go.id/

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Diakses
dari https://jdih.kemenkum.go.id/dokumen/view?id=1585

Kamus:

Kamus Bahasa Indonesia, 2015, Balai Pustaka, Jakarta.

Literarur Hukum dan Akademik:

Buku teks hukum pidana khusus, seperti Hukum Pidana Khusus oleh R. Soesilo
(edisi revisi, 2018, hal. 245-260), yang membahas sanksi pidana
lingkungan dan hewan; Hukum Pidana Peternakan oleh Tim Dosen
Fakultas Hukum Ul (2022); dan Teori Sanksi Pidana dalam Hukum
Lingkungan oleh Bambang Sutiyoso (2019).

Jurnal:

"Analisis Yuridis Perlindungan Hewan di Indonesia” oleh S. Wijaya dalam Jurnal
Rechtsvinding (Vol. 10, No. 1, 2021).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MedirécAers%aFrom (renository ma acid\2 /7 /26


https://www.jdih.pertanian.go.id/
https://jdih.kemenkum.go.id/dokumen/view?id=1585

Tukijo - Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ....

152

"Efektivitas Sanksi Pidana dalam UU Peternakan: Studi Kasus Sumatera Utara"
oleh A. Rahman dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia (Vol. 15, No. 2,
2023, diakses via Garuda Portal).

Penelitian oleh Sari, L. (2018), "Analisis Hukum Pidana terhadap Pelanggaran
Kesejahteraan Hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009"
(Jurnal Hukum Universitas Indonesia).

Penelitian oleh Pratama, A. (2020), "Penegakan Hukum Kesejahteraan Hewan di
Indonesia: Studi Komparatif dengan Standar Internasional” (Jurnal Hukum
Lingkungan Indonesia).

Penelitian oleh Nugroho, B. (2022), "Pengawasan Peternakan di Sumatera Utara:
Studi di Dinas Peternakan Provinsi” (Jurnal Administrasi Publik USU).

Wibowo, A., & Lestari, D., (2021), Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di
Bidang Pangan Asal Hewan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3),
521-540.

Artikel:

Artikel internasional untuk perspektif komparatif, seperti "Animal Welfare Laws
in Southeast Asia" oleh J. Smith dalam Journal of Animal Law (Vol. 18,
2022, diakses via Google Scholar atau HeinOnline).

Dokumen Resmi dan Laporan Pemerintah:

Laporan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, seperti Rencana Strategis
Kementan 2020-2024 (Strategi Nasional Penguatan Peternakan) dan
Laporan Tahunan Kesehatan Hewan 2024, yang tersedia di situs
kementan.go.id.

Dokumen Mahkamah Agung, seperti Direktori Putusan
(putusan3.mahkamahagung.go.id) untuk kasus serupa di luar Deli Serdang,
misalnya Putusan MA Nomor 456 K/Pid/2022 tentang pelanggaran UU
Peternakan.

Data dari organisasi internasional, seperti FAO Report on Animal Health in
Indonesia (2023), untuk konteks global sanksi pidana terkait kesehatan
hewan.
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Sumber Digital dan Media:

Basis data hukum online seperti Hukumonline.com (artikel tentang revisi UU
Peternakan potensial pada 2025) dan Situs Direktorat Jenderal Peternakan
(ditjenpkh.pertanian.go.id) untuk berita kasus terkini.

Publikasi media nasional, seperti Kompas atau Tempo, edisi 2024-2025, tentang
isu peternakan di Sumatera Utara (misalnya, kasus wabah penyakit ternak
di Kabupaten Deli Serdang).

Makalah:

Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan,
Makalah, http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrud  dinl.pdf,
editing, tanggal 12 September 2014, Jam 11.15 WIB.

Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan,
Makalah, http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrud  dinl.pdf,
editing, tanggal 12 September 2014, Jam 11.15 WIB.

Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana,
Makalah dalam Jurnal Hukum FH UIl, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999,
Yogyakarta, 1999.
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LAMPIRAN:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENELITIAN DENGAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG
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LAMPIRAN:
WAWANCARA DENGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DELI SERDANG
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LAMPIRAN:
WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS CAMAT
KABUPATEN DELI SERDANG
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LAMPIRAN:
WAWANCARA DENGAN PEMILIK RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
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LAMPIRAN:
WAWANCARA DENGAN INFORMAN
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LAMPIRAN:
WAWANCARA DENGAN INFORMAN
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